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ABSTRAK 

 

PERAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN 

WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN  

LAMPUNG TENGAH 

 

 

Oleh 

Faqih Akbarul Fitra 

 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber keuangan negara 

dan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) Lampung Tengah didasarkan pada Perda Nomor 1 Tahun 2024 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Bumi dan Bangunan di Lampung 

Tengah tahun 2024 mengalami penurunan persentase sebanyak 9% terhadap 

penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan apabila dibandingkan pada tahun 2023, 

namun tidak semua desa mengalami penurunan, contohnya desa Sendang Ayu yang 

mengalami peningkatan dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran kepala desa dalam 

meningkatkan kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Lampung 

Tengah dan Apa saja faktor pendukung dalam meningkatkan kepatuhan wajib Pajak 

Bumi dan Bangunan di Kabupaten Lampung Tengah.  

 

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. 

Pengumpulan data  dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan, 

dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif  

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan di desa Sendang 

Ayu mengalami peningkatan sebesar 0,24% pada tahun 2023-2024. Kepala Desa 

memegang peranan penting sebagai pembina, fasilitator, koordinator, dan 

pengawas untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan mendorong 

partisipasi aktif masyarakat dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran PBB di 

Desa Sendang Ayu. Faktor pendukung dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak 

ini didorong oleh Kepercayaan masyarakat terhadap peran sentral aparat desa yaitu 

Kepala Desa dan Perangkat, adanya transparansi penggunaan dana dan hasil 

pembangunan yang nyata, sosialisasi yang berbasis budaya dan komunitas lokal, 

mekanisme pembayaran yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat, serta 

terdapat sanksi Sosial pada masyarakat. 

Kata Kunci: Kepala Desa, Meningkatkat Kepatuhan, PBB. 
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ABSTRACT 

 

THE ROLE OF VILLAGE HEADS IN IMPROVING LAND AND BUILDING 

TAXPAYER COMPLIANCE IN CENTRAL LAMPUNG REGENCY 

 

By  

Faqih Akbarul Fitra 

 

Land and Building Tax (PBB) is one of the sources of state finance and is based on 

Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central 

Government and Regional Governments and Land and Building Tax (PBB) of 

Central Lampung is based on Regional Regulation Number 1 of 2024 concerning 

Regional Taxes and Regional Levies. Land and Building Tax in Central Lampung 

in 2024 experienced a percentage decrease of 9% against Land and Building Tax 

revenue when compared to 2023, but not all villages experienced a decrease, for 

example, Sendang Ayu village experienced an increase in Land and Building Tax 

revenue. The problem in this study is how the role of village heads in increasing 

compliance with Land and Building Tax in Central Lampung Regency and What 

are the supporting factors in increasing compliance with Land and Building Tax in 

Central Lampung Regency. 

 

The research method used was an empirical juridical approach. Data collection 

was conducted through literature review and field studies. Qualitative descriptive 

analysis was used. 

 

The results of the study indicate that Land and Building Tax in Sendang Ayu village 

experienced an increase of 0.24% in 2023-2024. The Village Head plays an 

important role as a mentor, facilitator, coordinator, and supervisor to create a 

supportive environment and encourage active community participation in 

improving compliance with PBB payments in Sendang Ayu Village. Supporting 

factors in increasing taxpayer compliance are driven by community trust in the 

central role of village officials, namely the Village Head and Apparatus, 

transparency in the use of funds and real development results, socialization based 

on local culture and communities, payment mechanisms adapted to community 

conditions, and the existence of social sanctions on the community. 

 

Keywords: Village Head, Improving Compliance, PBB. 
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MOTTO 

 

 

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 

kesulitan ada kemudahan”  

(QR. Al-Insyirah: 5-6) 

 

 

“Kalau ada orang yang ngomongin kamu dibelakang, bercerita buruk tentang 

kamu, berusaha untuk menjatuhkan kamu, itu tandanya orang itu berada jauh 

dibawah kamu, dia sangat takut akan kesuksesan kamu” 

(Deddy Corbuzier) 

 

 

“if you wanna be something, you must pay the price” 

(Faqih Akbarul Fitra) 
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 BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Pajak dapat dianggap sebagai iuran yang bersifat mengikat. Untuk menunjukkan 

bahwa mereka terlibat dalam pengeluaran negara, setiap warga negara harus 

memenuhi kewajiban ini. Pemerintahan pusat hingga daerah ditujukan untuk 

mendorong partisipasi pihak yang membayar pajak. Dalam hal ini, provinsi, kota 

dan lainnya adalah bagian dari pemerintah daerah. Pembayaran pajak, baik untuk 

individu maupun perusahaan, diatur dalam undang-undang. Pajak negara lebih 

kompleks dan diatur berdasarkan objek atau aktivitas tertentu daripada satu aspek.  

Misalnya, pajak dikenakan pada kepemilikan tanah, penggunaan jalan, kekayaan, 

kendaraan, sumbangan untuk pembangunan, pendapatan atau gaji, transaksi 

peralihan, aktivitas korporasi, pemilik radio, penyelenggaraan tontonan, dan 

bahkan hasil dari upah serta berbagai objek lainnya. 

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) “Pajak adalah kontribusi wajib 

kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.” 

Peraturan ini mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib individu atau badan 

yang merupakan hutang kepada negara. Sifat pajak yang bersifat wajib juga 

merupakan karakteristik penting.1

 
1 Indraì Maìhaìrdikaì Pìutraì,. (2017). Pìerpaìjaìkaìn: Taìx Amnìesty. Anaìk Hìebaìt Indonìesiaì, hlm. 11. 
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Undang-Undang juga menekankan bahwa pembayaran pajak tidak memberikan 

imbalan atau keuntungan langsung kepada wajib pajak pada tingkat individu.  Pajak 

memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan kesejahteraan publik. Pajak 

didefinisikan sebagai alat yang digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi 

kebutuhan bersama seperti pembangunan infrastruktur, layanan publik, pendidikan, 

dan kesehatan, serta pengeluaran pemerintah lainnya yang bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.2 

Bagian dari sumber penerimaan negara yang dinilai paling potensial di Indonesia 

adalah pajak.  Akibatnya, pajak digunakan sebagai sumber pemasukan negara dan 

target penerimaan pajak tahunan diproyeksikan terus meningkat. Ekonomi negara 

harus dikelola dengan baik oleh pemerintahnya. Hal tersebut berdampak pada 

kemajuan negara untuk kesejahteraan warganya dan untuk mencapai tujuan negara 

yang diatur oleh hukum. Pengeluaran yang berasal dari penerimaan pajak 

diperlukan untuk memenuhi salah satu komponen penyelenggaraan pembangunan.  

Seiring waktu, pajak semakin dianggap sebagai sumber pendapatan negara.  Pajak 

Bumi dan Bangunan adalah salah satu jenis pajak yang dikenakan kepada 

masyarakat.3 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikenakan kepada semua warga negara atau 

Wajib Pajak yang memiliki tanah dan bangunan dengan sertifikat hak milik yang 

sah. Pajak dikenakan atas kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan tanah atau 

bangunan. PBB merupakan sumber keuangan negara dan pemungutan pajaknya 

didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang disepakati oleh 

pemerintah dan wajib pajak4, lalu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Lampung 

Tengah didasarkan pada Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. 

 
2 Anggi Kaìniaì Pìutri & Taììun. (2023). Pìeraìnaìn Hìukìum Paìjaìk Daìlaìm Pìembaìngìunaìn Ekonomi Naìsionaìl 

Gìunaì Mìencaìpaìi Tìujìuaìn Nìegaìraì. Jìurnaìl Ilmiaìh Waìhaìnaì Pìendidikaìn, 9(1), hlm. 202. 
3 Mokhaìmaìd Koirìul Hìudaì. (2017). Hìukìum Paìjaìk Kontìemporìer-Tìeori, Praìktik daìn Pìerkìembaìngaìn. 

Zifaìtaìmaì Jaìwaìraì, hlm. 86. 
4Rivicaì Mokodongaìn. (2021). Kìepìemimpinaìn Kìepaìlaì Dìesaì Daìlaìm MìeningkaìtkaìnKìesaìdaìraìn 

Maìsyaìraìkaìt Mìembaìyaìr Paìjaìk Bìumi DaìnBaìngìunaìn. Oikos Nomos: Jìurnaìl Kaìjiaìn Ekonomi daìn 

Bisnis, 14(2), hlm. 100 
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Pendapatan pajak merupakan salah satu potensi yang selanjutnya dapat 

dimanfaatkan pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana yang dapat 

memberikan manfaat bagi masyarakat. Pajak Bumi dan Bangunan dibayarkan 

setiap tahun oleh pembayar pajak, namun di satu sisi ada wajib pajak yang tidak 

membayar pajak tepat waktu, serta ada pula yang terus mengabaikannya dengan 

beranggapan bahwa membayar pajak adalah hal yang sia-sia. Padahal, perpajakan 

merupakan sumber penerimaan utama pemerintah yang digunakan untuk 

membangun negara dan mensejahterakan rakyat. Hal ini dapat terjadi karena 

masyarakat kurang memahami Peraturan Perundang-Undangan yang mengaturnya 

atau karena pemerintah kurang memberikan informasi kepada wajib pajak tentang 

Pajak Bumi dan Bangunan. Akibatnya, masyarakat sendiri belum menyadari 

manfaat perpajakan. Hal ini mempersulit petugas pajak untuk menerima pajak dari 

mereka. 

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan mereka 

tentang peraturan pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan. Wajib pajak harus 

memahami sepenuhnya ketentuan ini agar dapat memenuhi kewajiban 

perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, wajib pajak yang tidak 

sepenuhnya memahami atau memiliki sikap negatif terhadap peraturan perpajakan 

cenderung tidak melaksanakan atau mematuhinya. 

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara, manfaat Pajak Bumi dan 

Bangunan bagi masyarakat dimana uang pajak digunakan untuk pembiayaan 

pembangunan dan biaya pegawai. Pembangunan infrastruktur publik seperti jalan, 

jembatan, sekolah, dan rumah sakit akan lebih mudah dengan pembayaran pajak 

yang konsisten.  Pajak juga membantu pelestarian budaya dan lingkungan, subsidi 

bahan bakar dan minyak bumi, serta dana untuk pemilu dan pengembangan 

transportasi umum, akibatnya masyarakat akan merasa senang ketika dapat 

memenuhi semua kebutuhannya dengan membayar pajak secara rutin.5 

 
5 Mortigor Afrizaìl Pìurbaì, Amon Silaìbaìn, Waìhyìu Bìudi Argo & Diaìh Amaìliaì. (2024). Pìerpaìjaìkaìn. 

CV Baìtaìm Pìublishìer, hlm.24. 
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Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa 

Tugas Kepala Desa adalah Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Melaksanakan 

Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan 

Masyarakat Desa. 

Kepala Desa dapat meminta pimpinan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif 

dalam meningkatkan kesadaran hukum tentang pembayaran PBB sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku diikuti dengan pemantauan oleh 

kepala desa.  Wajib pajak diwajibkan untuk membayar pajak, kemudian diberikan 

sosialisasi terhadap pentingnya membayar pajak dan manfaat yang didapatkan 

dalam membayar pajak. 

Desa Sendang Ayu, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah adalah 

desa dataran rendah dengan potensi ekonomi berbasis pertanian dan perdagangan 

lokal. Berdasarkan data Direktorat Jendral Pajak Provinsi Lampung, Pajak Bumi 

dan Bangunan di Lampung Tengah tahun 2024 mengalami penurunan persentase 

sebanyak 9% terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan apabila 

dibandingkan pada tahun 20236, namun di desa Sendang Ayu mengalami 

peningkatan sebesar 0,24% pada tahun 2023-2024.  

Sebagai warga negara yang baik, masyarakat harus memenuhi kewajiban 

perpajakan untuk mendukung pembangunan, namun kenyataannya banyak warga 

yang belum memahami fungsi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, sebagian 

masyarakat juga meragukan manfaat langsung dari pembayaran pajak, serta 

kurangnya pengawasan dan pendampingan dari aparat desa dalam penagihan pajak. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, Peneliti tertarik untuk 

menulis Skripsi dengan judul “Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kepatuhan 

Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Lampung Tengah” 

 

 

 
6 Agìung Ghaìzaìldi, Pìenìerimaìaìn Paìjaìk Laìmpìung 2024 Laìmpaììui Taìrgìet, Caìpaìi Rp9.27 trilyìun, 

https://rri.co.id/bisnis/1275229/pìenìerimaìaìn-paìjaìk-laìmpìung-2024-laìmpaììui-taìrgìet-caìpaìi-rp9-27-

trilyìun. Diaìksìes paìdaì 31 Mìei 2025. 

https://rri.co.id/bisnis/1275229/penerimaan-pajak-lampung-2024-lampaui-target-capai-rp9-27-trilyun
https://rri.co.id/bisnis/1275229/penerimaan-pajak-lampung-2024-lampaui-target-capai-rp9-27-trilyun
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan dalam penelitian 

ini dapat dirumuskan, yaitu: 

1. Bagaimana peran kepala desa dalam meningkatkan kepatuhan wajib Pajak 

Bumi dan Bangunan di Kabupaten Lampung Tengah? 

2. Apa saja faktor pendukung dalam meningkatkan kepatuhan wajib Pajak 

Bumi dan Bangunan di Kabupaten Lampung Tengah? 

1.3. Ruang Lingkup 

Penelitian ini dilakukan di Desa Sendang Ayu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten 

Lampung Tengah dan membahas Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2023-2024. Hal 

ini dilakukan agar penelitian ini tidak menyimpang dari pokok bahasan. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan dalam rumusan masalah diatas, maka 

terdapat juga tujuan dari penelititan yang akan peneliti lakukan, yaitu: 

1. Untuk mengetahui Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kepatuhan 

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Lampung Tengah 

2. Untuk mengetahui faktor pendukung Dalam Meningkatkan Kepatuhan 

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Lampung Tengah 

1.5. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis 

Secara keseluruhan, dapat memberikan gambaran umum tentang fungsi 

pemerintah dalam pemungutan pajak, terutama tentang peran pemerintah 

melalui Kepala Desa Sendang Ayu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten 

Lampung Tengah dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan 

Bangunan. Selain itu, dapat menambah pengetahuan tentang Hukum 

Administrasi Negara, khususnya tentang pajak. 

2. Secara praktis 

a. Memberikan bantuan kepada lembaga dan masyarakat umum terkait 

Pajak Bumi dan Bangunan.  
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b. Memberikan informasi dan bahan masukan yang dapat mendorong 

penelitian lanjutan tentang Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan 

Kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Lampung Tengah.  

c. Diharapkan dapat membantu optimalisasi kinerja dalam upaya 

meningkatkan kinerja. 

d. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari 

bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas 

Lampung



 
 

 
 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

2.1. Peran 

2.1.1. Pengertian Peran 

Peran adalah sesuatu yang dilakukan atau dimainkan oleh seseorang yang memiliki 

status sosial atau identitas dalam suatu kelompok. Dalam istilah teknis, peran adalah 

serangkaian tindakan yang diharapkan dilakukan oleh seseorang dalam posisi 

tertentu di masyarakat. Kata "peran" dalam bahasa Inggris berarti "tugas atau 

kewajiban seseorang dalam suatu pekerjaan atau karier." Peran adalah serangkaian 

perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang dalam posisi tertentu dalam 

masyarakat, namun peran adalah bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu 

peristiwa.7 

Peran adalah suatu kegiatan yang dilak ìukan olìeh sìeorang individìu, lìembaga, ata ìu 

organisasi. Tìugas-tìugas yang harìus dilaksanakan olìeh sìuatìu lìembaga ataìu 

organisasi biasanya ditìuangkan dalam bìentìuk pìeratìuran, yang mìerìupakan fìungsi 

dari lìembaga tìersìebìut. Ada dìua jìenis pìeran, yaitìu pìeran yang diinginkan dan pìeran 

yang dilakìukan. Faktor pìendìukìung dan pìenghambat mìembantìunya dalam 

mìenyìelìesaikan tìugas yang dibìerikan.8 

Mìenìurìut Koìentrajaraningrat, pìeran orang yang mìemilih posisi tìertìentìu bìerarti 

pìeran. Konsìep pìeran karìena itìu mìengacìu pada pola pìerilakìu yang diharapkan dari 

orang dìengan statìus tìertìentìu ataìu lokasi tìertìentìu dalam sìuatìu organisasi ataìu sistìem

 
7 Eddy Sìuryaìni. (2025). Pìeraìn Kìepaìlaì Dìesaì Daìlaìm Pìelaìksaìnaìaìn Pìengìelolaìaìn Saìmpaìh Di Dìesaì 

Lìumbaìng Kìecaìmaìtaìn Mìuaìraì Uyaì Kaìbìupaìtìen Taìbaìlog. JAPB, 8(1), hlm. 592. 
8 Andhikaì Diaìn Wicaìksono, Anggaì Saìpìutraì, Dwi Fìebiyaìnaì Dìefaìgaìnsaì, Jìunicìe Yolaìndaì, Mìuhaìmmaìd 

Altonio Maìrshaìll, & Pìutri Andriaìni. (2025). Straìtìegi daìn Pìeraìn Dinaìs Pìertaìniaìn, Paìngaìn, daìn 

Pìerikaìnaìn (DP3) daìlaìm mìenjaìgaì kìetaìhaìnaìn paìngaìn di Kotaì Taìnjìungpinaìng. Jìurnaìl Adijaìya ì 

Mìultidisplin, 2(06), hlm. 933. 



8 
 

 
 

mìenìurìut Soìerjono Soìekanto, pìeran ini adalah komponìen yang bìerìubah (statìus) 

posisi. Sìesìeorang bìerpìeran kìetika dia mìengikìuti posisinya dan mìemìenìuhi hak dan 

tìugasnya. Sìesìeorang bìerpìeran kìetika dia mìengikìuti posisinya dan mìemìenìuhi hak 

dan tìugasnya. Sìegala sìesìuatìu yang harìus dilakìukan sìetiap orang ìuntìuk mìenjalankan 

hidìupnya adalah kìewajiban.  Mìenìurìut Kamìus Bìesar Bahasa Indonìesia, pìeran adalah 

apa yang dilakìukan sìesìeorang saat tìerjadi sìesìuatìu.9 

Dari bìebìerapa pìengìertian diatas, pìenìulis mìenyimpìulkan bahwa pìengìertian pìeran 

adalah sìuatìu sikap ataìu pìerilakìu yang diharapkan olìeh banyak orang ataìu 

sìekìelompok orang tìerhadap sìesìeorang yang mìemiliki statìus ataìu kìedìudìukan 

tìertìentìu. 

2.1.2. Jìenis-Jìenis Pìeran 

Mìenìurìut Brìucìe J. Cohìen, ada banyak jìenis pìeran dan pìeran: 

a. Pìeran sìebìenarnya adalah bagaimana orang dan k ìelompok orang bìenar -

bìenar mìemainkan pìeran. 

b. Pìeran yang dirìekomìendasikan (pìeran yang ditìentìukan) adalah bagaimana 

orang -orang kita mìemainkan pìeran tìertìentìu. dan 

c. Roll Conflict (roll conflick) adalah sitìuasi yang dialami olìeh mìerìeka yang 

bìertanggìung jawab ìuntìuk mìelakìukan pìeran. 

d. Kìesìenjangan pìeran adalah implìemìentasi pìeran ìemosional. 

e. Kìegagalan pìeran adalah kìegagalan sìesìeorang saat mìelakìukan pìeran tìertìentìu. 

Dan. 

f. Modìel ini, misalnya s ìesìeorang yang mìenirìu ataìu mìengikìuti pìerilakìu 

tìersìebìut. Sìeri ataìu rìentang pìeran, jìuga dikìenal sìebagai "sìet pìeran," adalah 

hìubìungan antara satìu orang dan yang lain, kìetika dalam pìeran.10 

 

 
9 Zaìinìudin Ali. (2023). Sosiologi hìukìum. Sinaìr Graìfikaì, hlm.10. 
10 Hìeraìwaìti, Haìni, Endaìh, Kiki, & Gaìris, Rìegi Rìefiaìn. (2022). Pìeraìn Kìepaìlaì Dìesaì Daìlaìm Mìenjaìgaì 

Bìudaìyaì Lokaìl Di Dìusìun Kaìraìngpìetìe Dìesaì Kaìlijaìti Kìecaìmaìtaìn Sidaìmìulih Kaìbìupaìtìen Paìngaìndaìraìn. 

INSKRIPSI, 2(1), hlm.2401. 
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2.2. Kìewìenangan Hìukìum 

2.2.1. Tìeori Kìewìenangan 

Kìewìenangan ataìu wìewìenang mìempìunyai kìedìudìukan yang sangat pìenting dalam 

kajian hìukìum administrasi. Pìentingnya kìewìenangan ini sìehingga F.A.M. Stroink 

dan J.G Stìeìenbìeìek mìenyatakan: “Hìet Bìegrip bìevoìegdhìeid is dan ook ìeìen 

kìembìegrip in hìe staats-ìen administratiìef rìecht”.11 Dari pìernyataan tìersìebìut dapat 

ditarik kìesimpìulan bahwa wìewìenang mìerìupakan konsìep yang inti dari hìukìum 

administrasi. Istilah kìewìenangan ataìu wìewìenang sìejajar dìengan “aìuthority” dalam 

bahasa inggris dan “bìevoìegdhìeid” dalam bahasa Bìelanda. “Aìuthority” dalam 

Black’s Law Dictionary diartikan s ìebagai Lìegal Powìer; a right to command or to 

act; thìe right and powìer of pìublik officìers to rìeqìuirìe obìediìencìe to thìeir ordìers 

lawfìully issìuìed in scopìe of thìeir pìublic dìutiìes.  Kìewìenangan ataìu wìewìenang it ìu 

sìendiri adalah kìekìuasaan hìukìum sìerta hak ìuntìuk mìemìerintah ataìu bìertindak, hak 

ataìu kìekìuasaan hìukìum pìejabat pìublik ìuntìuk mìematìuhi atìuran hìukìum dalam lingkìup 

mìelaksanakan kìewajiban pìublik.12 

Kìewìenangan sìering disìejajarkan dìengan istilah wìewìenang. Istilah wìewìenang 

digìunakan dalam bìentìuk kata bìenda dan sìering disìejajarkan dìengan istilah 

“bìevoìeghìeid” dalam istilah hìukìum Bìelanda. Mìenìurìut Phillipìus M. Hadjon, jika 

dicìermati ada sìedikit pìerbìedaan antara istilah kìewìenangan dìengan istilah 

“bìevoìeghìeid”. Pìerbìedaan tìersìebìut tìerlìetak pada karaktìer hìukìumnya.Istilah 

“bìevoìeghìeid” digìunakan dalam kons ìep hìukìum pìublik maìupìun dalam hìukìum 

privat.Dalam konsìep hìukìum kita istilah kìewìenangan ataìu wìewìenang sìeharìusnya 

digìunakan dalam kons ìep hìukìum pìublik. Mìeskipìun dìemikian kìekìuasaan 

mìempìunyai dìua aspìek yaitìu aspìek politik dan aspìek hìukìum, sìedangkan 

kìewìenangan hanya bìeraspìek pada hìukìum sìemata yang artinya kìekìuasaan itìu dapat 

bìersìumbìer dari konstitìusi, sìerta dapat bìersìumbìer dari lìuar konstitìusi 

 
11 Pìutraì, E. A. M., & SH, M. (2024). Pìeraìtìuraìn kìebijaìkaìn (bìelìeidsrìegìel) daìlaìm hìukìum positif 

Indonìesiaì. Saìmìudraì Birìu. 
12 Shaìron, G. (2020). T ìeori Wìewìenaìng Daìlaìm Pìerizinaìn. Jìurnaìl Jìusticiaìbìelìen, 3(1), 50-63. 
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(inkonstitìusional), misalnya mìelalìui pìerang ataìu kìudìeta, sìedangkan kìewìenangan it ìu 

sìendiri jìelas bìersìumbìer dari konstitìusi.13 

Kìewìenangan adalah apa yang dis ìebìut kìekìuasaan formal, kìekìuasaan yang bìerasal 

dari kìekìuasaan yang dibìerikan olìeh ìundang-ìundang, sìedangkan wìewìenang hanya 

mìengìenai sìuatìu “ondìerdìeìel” ataìu bagian tìertìentìu saja dari kìewìenangan. Di dalam 

kìewìenangan tìerdapat wìewìenang-wìewìenang rìechtsbìe voìegdhìedìen. Wìewìenang 

mìerìupakan lingkìup tindakan hìukìum pìublik, lingkìup wìewìenang pìemìerintahan, tidak 

hanya mìelipìuti wìewìenang mìembìuat kìepìutìusan pìemìerintah (bìestìuìur), tìetapi 

mìelipìuti wìewìenang dalam rangka pìelaksanaan tìugas, dan mìembìerikan wìewìenang 

sìerta distribìusi wìewìenang ìutamanya ditìetapkan dalam pìeratìuran pìerìundang-

ìundangan. Sìecara yìuridis, pìengìertian wìewìenang adalah kìemampìuan yang dibìerikan 

olìeh pìeratìuran pìerìundangìundangan ìuntìuk mìenimbìulkan akibat-akibat hìukìum.14 

Dari bìerbagai pìengìertian kìewìenangan sìebagaimana tìersìebìut di atas, maka dapat 

ditarik kìesimpìulan bahwa kìewìenangan ataìu aìuthority mìemiliki pìengìertian yang 

bìerbìeda dìengan wìewìenang ataìu compìetìencìe. Kìewìenangan mìerìupakan kìekìuasaan 

formal yang bìerasal dari ìundang-ìundang, sìedangkan wìewìenang itìu sìendiri yaitìu 

sìuatìu spìesifikasi dari kìewìenangan yang artinya barang siapa disini adalah s ìubyìek 

hìukìum yang dibìerikan kìewìenangan olìeh ìundang-ìundang, maka s ìubyìek hìukìum 

bìerwìenang ìuntìuk mìelakìukan sìesìuatìu tìersìebìut dalam kìewìenangan karìena pìerintah 

ìundang-ìundang. 

2.3. Dìesa 

2.3.1. Pìengìertian Dìesa 

Dìesa itìu bìerasal dari kata Sanskìerta "dìeca." Ini bìerarti "rìumah," "nìegara kìelahiran," 

ataìu "rìumah." Kamìus Indonìesia bìesar mìendìefinisikan "Dörfìer" sìebagai daìerah di 

mana banyak kìelìuarga tinggal di sistìem pìemìerintahan mìerìeka sìendiri (dipimpin 

olìeh kìepala dìesa), ataìu sìebagai ìunit sìebagai sìekìelompok rìumah di lìuar kota. Dìesa 

ini didasarkan pada bìebìerapa inisiatif bos kìelìuarga yang dipìertimbangkan dìengan 

 
13 Mìutaìlib, M. T. (2017). Kìewìenaìngaìn pìengaìdilaìn mìengìuji normaì pìeraìtìuraìn kìebijaìkaìn (bìelìeidsrìegìel) 

di Indonìesiaì. 
14 Haìmdi, M. F. (2016). Kìewìenaìngaìn pìemìerintaìh tìerhaìdaìp kìesìelaìmaìtaìn daìn kìeaìmaìnaìn pìeraìiraìn 

Indonìesiaì. Jìurnaìl Hìukìum Saìmìudraì Kìeaìdilaìn, 11(1), 31-43. 
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mìempìertimbangkan asal-ìusìul pìendìudìuk sìetìempat, bahasa, kìebiasaan, ìekonomi, 

sosial bìudaya.15 

Dìesa adalah daìerah di mana banyak kìelìuarga tinggal, mìengandalkan sìumbìer daya 

alam ìuntìuk mìenìetap disana dan bìertahan hidìup. Dìesa ini tìerlìetak di bawah distrik 

ataìu kota. Dìesa tidak sama dìengan dìesa di bawah wakil pìemìerintah Provinsi. Dìesa 

itìu hanya ditìugaskan olìeh lìurah ìuntìuk mìengìelola pìemìerintah sìub-rìegional dan tidak 

mìemiliki kìekìuatan ìuntìuk mìengatìur ataìu mìemantaìu kìepìentingan masyarakat.hak 

ìuntìuk mìengatìur ataìu mìengawasi kìepìentingan masyarakat s ìetìempat. 

Bìebìerapa dìefinisi dìesa olìeh bìebìerapa pakar, yaitìu: 

1. Dìesa mìenìurìut R. Bintarto adalah ìentitas ataìu kìesatìuan kìebìudayaan, 

ìekonomi, sosial, dan politik yang tìerpìendam di sìuatìu wilayah dalam 

hìubìungan dan dampaknya dìengan wilayah lain. 

2. Dìesa mìenìurìut Rifhi Siddiq adalah s ìuatìu tìempat yang mìemiliki tingkat 

kìepadatan rìendah yang dihìuni olìeh orang-orang yang mìemiliki konìeksi 

sosial yang sìeragam, bìekìerja di bidang agraria, dan mamp ìu bìerhìubìungan 

dìengan wilayah sìekitarnya.16 

3. Dìesa mìenìurìut Sìutardjo Kartohadikìusìumo adalah pìertìemìuan orang -orang 

yang tinggal di daìerah tìersìebìut dan mìemiliki wìewìenang ìuntìuk mìemimpin 

pìemìerintahan mìerìeka sìendiri.17 

Mìenìurìut Undang-Undang Rìepìublik Indonìesia Nomor 6 Tahìun 2014 mìengìenai 

Dìesa Pasal 1 Angka (1), "Dìesa adalah dìesa dan dìesa adat ataìu yang disìebìut dìengan 

nama lain, sìelanjìutnya disìebìut Dìesa, adalah kìesatìuan masyarakat hìukìum yang 

mìemiliki batas wilayah yang b ìerwìenang ìuntìuk mìengatìur dan mìengìurìus ìurìusan 

pìemìerintahan, kìepìentingan masyarakat sìetìempat bìerdasarkan prakarsa masyarakat, 

 
15 Yìery Yosìuaì Maìmaìntìung, Ismaìil Raìchmaìn & Ismaìil Sìumaìmpow, (2021). Pìenìeraìpaìn prinsip 

dìemokraìsi daìlaìm pìengìelolaìaìn APBDES di Dìesaì Taìbaìng Kìecaìmaìtaìn Raìinis. Govìernaìncìe, 1(2), hlm. 

3. 
16 Riswaìn Mìuhaìmmaìd Rizki. (2021). Raìncaìng baìngìun sistìem informaìsi pìengolaìhaìn daìtaì pìendìudìuk 

di dìesaì kaìlimaìnggis kìecaìmaìtaìn Maìnonjaìyaì kaìbìupaìtìen taìsikmaìlaìyaì Bìerbaìsis wìeb. Laìporaìn Haìsil 

Pìenìelitiaìn Daìtaì Pìendìudìuk Dìesaì, hlm. 11. 
17 Brìecity Cìenoraì Paìrìe Maìlìutìe. (2023). Akìuntaìbilitaìs Pìengìelolaìaìn Kìeìuaìngaìn Daìnaì Dìesaì Paìda ì 

Dìesaì/Lìembaìng Bìuntìu Lobo Kìecaìmaìtaìn Sìesìeaìn Kaìbìupaìtìen Toraìjaì Utaìraì (Doctoraìl dissìertaìtion, 

Univìersitaìs Faìjaìr), hlm.1. 
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hak asal ìusìul, dan/ataìu hak tradisional yang diakìui dan dihormati dalam sistìem 

pìemìerintahan Nìegara Kìesatìuan Rìepìublik Indonìesia”.18 

Mìenìurìut H.A.W. Widjaja, s ìebìuah dìesa adalah ìunit hìukìum dìengan pìerjanjian asli 

bìerdasarkan haknya s ìendiri di nìegara asal. Pìeratìuran dìesa didasarkan pada 

kìeragaman, partisipasi, otonomi asli, d ìemokratisasi dan pìengìuatan masyarakat. 

Sìebìuah dìesa ataìu dìesa ataìu "dìesa" kìebiasaan adalah ìunit hìukìum dìengan pìembatasan 

tìeritorial ìuntìuk mìengatìur dan mìengìelola masalah pìemìerintah, hak -hak asal, dan 

hak -hak tradisional yang diakìui dan dihormati dalam sistìem pìemìerintah Rìepìublik 

Indonìesia.19 

Dìesa mìemiliki arìea tìertìentìu dan dikìelola olìeh kìepala dìesa. Dìesa adalah hasil dari 

kombinasi kìegiatan orang dan kìelompok lingkìungan mìerìeka. Kombinasi ini 

mìenciptakan bìentìuk ataìu pìenampilan di bìumi, dibìentìuk olìeh ìunsìur -ìunsìur lingìuistik 

fisik, bìentìuk sosial, ìekonomi, politik, dan bìudaya. Elìemìen-ìelìemìen ini bìerintìeraksi 

satìu sama lain dan dìengan ìelìemìen lain di Bìumi. 

2.3.2. Pìemìerintahan Dìesa 

Dìesa dijalankan olìeh Kìepala Dìesa, Kìepala Dìesa dipilih sìecara langsìung olìeh 

masyarakat sìetìelah mìemìenìuhi pìersyaratan dan mìenjabat ìenam tahìun sìetìelah 

dilantik. Kìepala Dìesa tidak dapat mìenjabat lìebih dari tiga kali dalam satìu waktìu. 

Kìepala Dìesa dibantìu olìeh pìerangkat dìesa dan sìekrìetaris dìesa. Pìerangkat dìesa tìerdiri 

dari pìelaksana ìurìusan dan kìepala dìusìun, yang mìembantìu sìekrìetaris dìesa dìengan 

data dan pìelayanan. Kìepala dìusìun bìerfìungsi sìebagai wakil kìepala dìesa di 

wilayahnya, dan pìejabat yang mìenangani ìurìusan rìumah tangga dìesa di lapangan 

disìebìut pìelaksana ìurìusan. Pìemìerintah dìesa bìertanggìung jawab atas ìurìusan rìumah 

tangga. Pìemìerintah dìesa mìembìuat pìeratìuran dìesa ìuntìuk mìengatìur, mìengawasi, dan 

mìengawasi opìerasinya. Pìeratìuran ini dibìuat olìeh kìepala dìesa bìersama dìengan 

Badan Pìermìusyawaratan Dìesa sìelanjìutnya disìebìut BPD.20 

 
18 Undaìng-Undaìng Rìepìublik Indonìesiaì Nomor 6 Taìhìun 2014 Tìentaìng Dìesaì. 
19 Firdaììus Hìulihìulis. (2024). Sistìem Pìemilihaìn Kìepaìlaì Dìesaì Di Atìur Daìlaìm Pìeraìtìuraìn Daììeraìh 

Kaìbìupaìtìen Sìeraìm Baìgiaìn Timìur (SBT) Nomor 5 Taìhìun 2017 Tìentaìng Pìemilihaìn Kìepaìlaì 

Nìegìeri/Nìegìeri Administraìtif (Doctoraìl dissìertaìtion, Faìkìultaìs Hìukìum), hlm. 8. 

 
20 Sìugimaìn, Sìugimaìn. (2018). Pìemìerintaìhaìn dìesaì. Binaìmìuliaì Hìukìum 7(1), hlm. 86-87. 
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2.3.3. Tìugas dan Fìungsi Pìemìerintahan Dìesa 

1) Kìepala Dìesa 

Pìemìerintahan dìesa dipimpin olìeh kìepala dìesa. Kìepala Dìesa mìemiliki masa kìerja 6 

(ìenam) tahìun, dan dapat dipìerpanjang lagi ìuntìuk pìeriodìe bìerikìutnya. Mìenìurìut Pasal 

26 Undang-Undang Nomor 6 Tahìun 2014 tìentang Dìesa, “Kìepala Dìesa bìertanggìung 

jawab ìuntìuk mìenyìelìenggarakan pìemìerintahan dìesa, mìelaksanakan pìembangìunan 

dìesa, mìembina masyarakat dìesa, dan mìendorong masyarakat dìesa”. 

Sìelain pìengìertian yang dibìerikan olìeh ìundang-ìundang di atas, ada bìebìerapa ahli 

yang bìerbicara tìentang arti kìepala dìesa. Salah satìunya adalah Tahmit, yang 

mìengatakan bahwa kìepala dìesa adalah pìemimpin dari dìesa di Indonìesia, 

bìertanggìung jawab atas pìemìerintahan dìesa, dan masa jabatan mìerìeka adalah 6 

tahìun dan dapat dipìerpanjang ìuntìuk pìeriodìe bìerikìutnya. Mìenìurìut Talizidhìuh ìu 

Ndraha, kìepala dìesa bìertanggìung jawab atas s ìemìua ìurìusan yang bìerkaitan dìengan 

dìesa.21 

Bìerdasarkan pìemahaman di atas, kìepala dìesa bìertanggìung jawab ìuntìuk 

mìenjalankan pìemìerintahan dìesa, mìelakìukan pìembangìunan dìesa, mìembangìun 

masyarakat dìesa, dan mìendorong mìerìeka. 

Kìepala Dìesa jìuga bìertanggìung jawab ìuntìuk mìenjalankan pìembangìunan, pìembinaan 

kìemasyarakatan, dan pìembìerdayaan masyarakat. M ìenìurìut Pìermìendagri Nomor 84 

Tahìun 2015 Tìentang Sìusìunan Organisasi dan Tata K ìerja (SOT) Pìemìerintahan 

Dìesa, “kìepala dìesa mìemiliki fìungsi sìebagai bìerikìut ìuntìuk mìelaksanakan tìugasnya: 

a. Mìenyìelìenggarakan pìemìerintahan dìesa, tìermasìuk tata praja pìemìerintahan, 

pìeratìuran dìesa, masalah pìertanahan, kìetìentraman dan kìetìertiban, 

pìerlindìungan masyarakat, administrasi kìepìendìudìukan, dan pìenataan dan 

pìengìelolaan wilayah;  

b. Mìelaksanakan pìembangìunan, tìermasìuk pìembangìunan sarana prasarana 

pìerdìesaan dan bidang pìendidikan kìesìehatan;  

 
21 Raìnilaì Dìewi & Milkaì. (2021). Kìepìemimpinaìn Traìnsformaìsi Kìepaìlaì Dìesaì Daìlaìm Pìembaìngìunaìn 

Infraìstrìuktìur Dìesaì di Dìesaì Baìtaìpaìh Kìecaìmaìtaìn Timpaìh Kaìbìupaìtìen Kaìpìuaìs (Doctoraìl dissìertaìtion, 

Univìersitaìs Mìuhaìmmaìdiyaìh Paìlaìngkaìraìyaì), hlm.14. 
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c. Pìembinaan kìemasyarakatan, tìermasìuk pìelaksanaan hak dan kìewajiban 

masyarakat 

d. Mìembangìun kìemasyarakatan, tìermasìuk pìelaksanaan hak dan kìewajiban 

masyarakat 

e. Mìenjaga hìubìungan kìemitraan dìengan organisasi dan lìembaga masyarakat 

lainnya” 

2. Tìugas dan Wìewìenang Kìepala Dìesa 

Kìepala dìesa bìertanggìung jawab ìuntìuk mìenìerapkan pìeratìuran dìesa, mìenìerapkan 

pìengìembangan dìesa, mìengìembangkan komìunitas dìesa, dan mìempìerkìuat komìunitas 

dìesa. Mìenìurìut Pasal 26 ayat (2) UU Nomor 6 Tah ìun 2014, “kìepala dìesa jìuga 

mìemiliki kìewìenangan tambahan, yaitìu:  

a. Mìemimpin pìenyìelìenggaraan pìemìerintahan dìesa  

b. Mìengangkat dan mìembìerhìentikan pìerangkat dìesa  

c. Mìemìegang kìekìuasaan ìuntìuk mìengìelola kìeìuangan dan asìet dìesa  

d. Mìenìetapkan pìeratìuran dìesa 

e. Mìenìetapkan Anggaran Pìendapatan dan Bìelanja Dìesa  

f. Mìembina kìehidìupan masyarakat Dìesa  

g. Mìembina kìetìentraman dan kìetìertiban masyarakat dìesa 

h. Mìembina dan mìeningkatkan pìerìekonomian Dìesa sìerta 

mìengintìegrasikannya agar mìencapai pìerìekonomian skala prodìuktif ìuntìuk 

sìebìesar-bìesarnya kìemakmìuran masyarakat Dìesa 

i. Mìengìembangkan sìumbìer pìendapatan Dìesa 

j. Mìengìusìulkan dan mìenìerima pìelimpahan sìebagian kìekayaan nìegara gìuna 

mìeningkatkan kìesìejahtìeraan masyarakat D ìesa  

k. Mìengìembangkan kìehidìupan sosial bìudaya masyarakat Dìesa 

l. Mìemanfaatkan tìeknologi tìepat gìuna  

m. Mìengoorinasikan pìembangìunan Dìesa sìecara partisipatif  

n. Mìewakili Dìesa di dalam dan di lìuar pìengadilan ataìu mìenìunjìuk kìuasa hìukìum 

ìuntìuk mìewakilinya sìesìuai dìengan pìeratìuran pìerìundang-ìundangan dan 
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o. Mìelaksanakan wìewìenang lain yang s ìesìuai dìengan pìeratìuran pìerìundang-

ìundangan.”22 

2) Sìekrìetaris Dìesa  

Sìekrìetaris Dìesa adalah sìebagai bagian dari pimpinan sìekrìetariat dìesa. Sìekrìetaris 

dìesa bìertanggìung jawab mìembantìu kìepala dìesa dalam mìengìelola pìemìerintahan. 

Sìekrìetaris dìesa mìemiliki tìugas sìebagaimana disìebìutkan pada ayat (2) P ìermìendagri 

Nomor 84 Tahìun 2015 Tìentang Sìusìunan Organisasi dan Tata K ìerja (SOT) 

Pìemìerintahan Dìesa. “Untìuk mìelaksanakan tìugas tìersìebìut, sìekrìetaris dìesa mìemiliki 

fìungsi: 

a) Mìelaksanakan ìurìusan kìetataìusahaan sìepìerti tata naskah, administrasi, s ìurat 

mìenyìurat, arsip, dan ìekspìedisi.  

b) Mìelaksanakan ìurìusan ìumìum sìepìerti pìenataan administrasi pìerangkat dìesa, 

pìenyìediaan prasarana pìerangkat dìesa dan kantor, pìenyiapan rapat, 

pìengadministrasian asìet, invìentarisasi, pìerjalanan dinas, dan pìelayanan 

ìumìum. 

c) Mìelaksanakan ìurìusan kìeìuangan sìepìerti pìengìurìusan administrasi kìeìuangan, 

administrasi sìumbìersìumbìer pìendapatan dan pìengìelìuaran, vìerifikasi 

administrasi kìeìuangan, dan admnistrasi pìenghasilan Kìepala Dìesa, 

Pìerangkat Dìesa, BPD, dan lìembaga pìemìerintahan dìesa lainnya.  

d) Mìelaksanakan ìurìusan pìerìencanaan sìepìerti mìenyìusìun rìencana anggaran 

pìendapatan dan bìelanja dìesa, mìenginvìentarisir data-data dalam rangka 

pìembangìunan, mìelakìukan monitoring dan ìevalìuasi program, sìerta 

pìenyìusìunan laporan.”23 

3) Kìepala Urìusan 

Kìepala ìurìusan adalah bagian dari staf s ìekrìetariat, dan dia bìertanggìung jawab ìuntìuk 

mìembantìu sìekrìetaris dìesa dalam ìurìusan pìelayanan administrasi yang mìendìukìung 

pìelaksanaan tìugas-tìugas pìemìerintahan.  Sìelain itìu, kìepala ìurìusan mìemiliki 

tanggìung jawab sìebagai bìerikìut: 

 
22 Undaìng-Undaìng Rìepìublik Indonìesiaì Nomor 6 Taìhìun 2014 Tìentaìng Dìesaì. 
23 Pìeraìtìuraìn Mìentìeri No. 84 taìhìun 2015 tìentaìng Sìusìunaìn Orgaìnisaìsi Daìn Taìtaì Kìerjaì Pìemìerintaìhaìn 

Dìesaì.  
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a. Kìepala ìurìusan tata ìusaha dan ìumìum bìertanggìung jawab atas ìurìusan 

manìuskrip, manajìemìen komìunikasi, arsip dan ìekspìedisi, manajìemìen 

manajìemìen pìeralatan dìesa, pìenyìediaan pìeralatan dìesa dan kantor - 

infrastrìuktìur, diskìusi, asìet, invìentaris, pìerjalanan rìesmi dan layanan pìublik;  

b. Kìepala ìurìusan kìeìuangan bìertanggìung jawab atas masalah k ìeìuangan, 

tìermasìuk mìemantaìu manajìemìen kìeìuangan, mìengìelola sìumbìer pìendapatan 

dan pìengìelìuaran, mìeninjaìu manajìemìen kìeìuangan, mìengìelola pìendapatan 

walikota dìesa, pìeralatan dìesa, BPD, dan lìembaga pìeratìuran dìesa lainnya.  

Kìepala ìurìusan pìerìencanaan adalah orang yang bìertanggìung jawab ìuntìuk masalah 

pìerìencanaan bìertanggìung jawab ìuntìuk mìengoordinasikan pìertanyaan pìerìencanaan, 

tìermasìuk mìempìersiapkan anggaran dìesa dan mìenyiapkan anggaran.24 

4) Kìepala sìeksi 

Kìepala sìeksi diklasifikasikan sìebagai ìelìemìen implìemìentasi tìeknologi. Kìepala sìeksi 

diminta ìuntìuk mìembantìu kìepala dìesa sìebagai tìugas opìerasional yang lìebih rìumit. 

Untìuk mìelakìukan tìugas di kìepala sìeksi, ada fìungsi: 

a. Kìepala sìeksi pìemìerintah bìertanggìung jawab ìuntìuk mìenyiapkan pìeratìuran 

dìesa, mìempromosikan masalah lahan, mìempromosikan pìerdamaian dan 

kìetìertiban, mìemastikan ìupaya pìerlindìungan masyarakat, mìelaksanakan 

popìulasi, pìerjanjian dan manajìemìen lokal, sìerta pìengìelolaan profil dìesa, 

mìenyiapkan  

b. Kìepala sìeksi kìesìejahtìeraan bìertanggìung jawab atas pìengìembangan 

infrastrìuktìur pìedìesaan, pìendidikan, kìesìehatan dan sosialisasi pìengabaian, 

mìendorong orang -orang dari pìerspìektif bìudaya, ìekonomi, politik, 

lingkìungan, lingkìungan, dìukìungan kìelìuarga, pìemìuda, olahraga dan 

organisasi pìemìuda. 

c. Bagian kìepala sìeksi pìelayanan bìertanggìung jawab ìuntìuk mìembìerikan 

pìelatihan dan insìentif yang tìerkait dìengan hak dan tìugas masyarakat, bìudaya 

sosial, agama dan partisipasi pìekìerjaan. 

 
24 Paìksaì Gwijaìnggìe, Daìrmaìn & Rizaìl. (2022). Paìrtisipaìsi Maìsyaìraìkaìt Dìesaì daìlaìm Pìembaìngìunaìn 

Infraìstrìuktìur. CV. Caìhaìyaì Arsh Pìublishìer & Printing, hlm. 45-46. 
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5) Kìepala kìewilayahan  

Kìepala kìewilayahan adalah bagian dari satìuan tìugas kìewilayahan yang bìertanggìung 

jawab mìembantìu kìepala dìesa dalam mìelaksanakan tìugas di wilayahnya. K ìepala 

kìewilayahan ataìu kìepala dìusìun mìemiliki fìungsi bìerikìut ìuntìuk mìelaksanakan tìugas 

tìersìebìut: 

a. Mìenjaga pìerdamaian dan kìetìertiban, dan mìelindìungi masyarakat, gìerakan 

popìulasi, manajìemìen lokal dan manajìemìen lokal. 

b. Mìengawasi pìembangìunan di wilayah itìu. 

c. Mìembìerikan pìengìembangan masyarakat ìuntìuk mìeningkatkan kìemampìuan 

dan kìesadaran masyarakat ìuntìuk mìelindìungi lingkìungan mìerìeka. dan 

Mìenìerima ìupaya ìuntìuk mìembantìu masyarakat mìembantìu pìemìerintah dan 

pìembangìunan bìerjalan dìengan lancar.25 

2.4. Pajak Bìumi dan Bangìunan (PBB) 

2.4.1. Pìengìertian Pajak 

Mìenìurìut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahìun 2007 tìentang Kìetìentìuan Umìum 

dan Tata Cara P ìerpajakan, “Pajak adalah kontrib ìusi wajib kìepada Nìegara yang 

tìerìutang olìeh orang pribadi ataìu badan yang bìersifat mìemaksa bìerdasarkan 

Undang-Undang, dìengan tidak mìendapatkan imbalan s ìecara langsìung dan 

digìunakan ìuntìuk kìepìerlìuan nìegara bagi sìebìesar-bìesarnya kìemakmìuran rakyat.”26 

Dirìektorat Jìendìeral Pajak Kìemìentrian Kìeìuangan Rìepìublik Indonìesia (DJP) 

mìengatakan bahwa “Pajak adalah kontrib ìusi wajib kìepada Nìegara yang dibìerikan 

olìeh individìu ataìu badan yang bìersifat mìemaksa bìerdasarkan ìundang-ìundang 

dìengan tidak mìendapatkan imbalan s ìecara langsìung dan digìunakan ìuntìuk kìepìerlìuan 

Nìegara dan ìuntìuk sìebìesar-bìesarnya kìemakmìuran rakyat.” 

Tìerdapat pìengìertian pajak yang dikìemìukakan bìebìerapa ahli pìerpajakan, yakni: 

 
25 Raìndi Bìusriaìndi. Anaìlisis Tìugaìs Daìn Fìungsi Apaìraìt Dìesaì Daìlaìm Pìelaìksaìnaìaìn Tìugaìs Administraìsi 

Pìemìerintaìhaìn Dìesaì Di Dìesaì Sìebìeraìng Cìengaìr Kìecaìmaìtaìn Kìuaìntaìn Mìudik Kaìbìupaìtìen Kìuaìntaìn 

Singingi. Jìuhaìnpìeraìk, 3(2), hlm. 1232-1233. 
26 Kìusìumaì Daìni, Ony Widilìestaìriningtyaìs & Jìuaìn Kaìsmaì. (2013). Pìengaìrìuh Sistìem Administraìsi 

Pìerpaìjaìkaìn Modìern daìn Saìnksi Pìerpaìjaìkaìn Tìerhaìdaìp Kìepaìtìuhaìn Waìjib Paìjaìk. Jìurnaìl Risìet 

Akìuntaìnsi–Volìumìe V/No.2, hlm.48. 
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1) Mìenìurìut Prof. Dr. H. Rochmat Soìemitro SH, pajak adalah iìuran yang dapat 

dipaksakan dari rakyat kìe Kas Nìegara tanpa mìenìerima manfaat timbal balik 

(kontraprìestasi) yang dapat dilihat s ìecara langsìung dan digìunakan ìuntìuk 

mìembayar pìengìelìuaran ìumìum. 

2) Mìenìurìut P.J.A Adriani, pajak adalah iìuran kìepada nìegara (yang dapat 

dipaksakan) yang tìerhìutang olìeh yang wajib mìembayarnya mìenìurìut 

pìeratìuran, dìengan tidak mìenìerima manfaat timbal balik yang dapat dilihat 

sìecara langsìung dan yang gìunanya adalah ìuntìuk mìembiayai pìengìelìuaran-

pìengìelìuaran ìumìum bìerhìubìung dìengan tìugas nìegara ìuntìuk 

mìenyìelìenggarakan pìemìerintahan. 

3) Mìenìurìut Sìuparman Soìemahamidjaja, Pajak adalah iìuran wajib yang 

dipìungìut olìeh pìengìuasa bìerdasarkan pìeratìuran hìukìum ìuntìuk mìenìutìup biaya 

prodìuksi barang dan jasa kolìektif ìuntìuk kìesìejahtìeraan. 

4) Mìenìurìut Edwin R.A. Sìeligman, Pajak adalah iìuran wajib individìu kìepada 

pìemìerintah ìuntìuk mìembiayai biaya ataìu pìengadaan sìelìurìuh kìepìentingan 

ìumìum tanpa mìenyìebìutkan kìepìentingan khìusìus apapìun.27 

2.4.2. Prinsip Pìemìungìutan Pajak 

Mìenìurìut Adam Smith, ada ìempat prinsip yang harìus dipìegang tìegìuh dalam 

pìemìungìutan pajak:  

1. Eqìuality, yaitìu pajak harìus adil dan mìerata, dikìenakan kìepada orang-orang 

pribadi sìebanding dìengan kìemampìuannya ìuntìuk mìembayar pajak tìersìebìut, dan 

sìesìuai dìengan manfaat yang ditìerimanya.  

2. Cìertainty, yaitìu pajak tidak ditìentìukan sìecara sìewìenang-wìenang, sìebaliknya 

pajak itìu harìus dari sìemìula jìelas bagi sìemìua Wajib Pajak dan s ìelìurìuh masyarakat. 

Apabila tidak pasti kìepada Wajib Pajak tìentang kìewajiban pajaknya, maka pajak 

yang tìerhìutang tìergantìung kìepada kìebijaksanaan pìetìugas pajak yang dapat 

mìenyalahgìunakan kìekìuasaannya ìuntìuk kìeìuntìungan dirinya. Bagi Adam Smith 

kìepastian adalah lìebih pìenting dari kìeadilan, apabila tanpa kìepastian bisa timbìul 

adanya kìetidakadilan. Kìepastian mìenìurìut Adam Smith harìus bisa mìenjamin 

 
27 Waìhyìu Saìsongko. (2012). Mìengìenaìl Taìtaì Hìukìum Indonìesiaì. Univìersitaìs Laìmpìung, haìl. 57-58. 
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tìerciptanya kìeadilan dalam pìemìungìutan pajak yang diinginkan, yaitìu kìepastian 

tìentang Sìubyìek Pajak, kìepastian tìentang Obyìek Pajak, kìepastian tìentang tarif pajak 

yang bìerlakìu dan kìepastian tìentang prosìedìur pajak. 

3. Convìeniìencìe, yaitìu saat Wajib Pajak harìus mìembayar pajak hìendaknya 

ditìentìukan pada saat yang tidak akan mìenyìulitkan Wajib Pajak.  

4. Economy, yaitìu biaya pìemìungìutan bagi kantor pajak dan biaya mìemìenìuhi 

kìewajiban pajak olìeh Wajib Pajak hìendaknya sìekìecil mìungkin. Pajak hìendaknya 

tidak mìenghalangi Wajib Pajak ìuntìuk tìerìus mìelakìukan kìegiatankìegiatan 

ìekonomisnya, pajak harìus dapat mìembìerikan manfaat yang lìebih bìesar kìepada 

masyarakat dari pada bìeban yang dipikìul olìeh masyarakat.28 

Sìedangkan mìenìurìut Hìector S Dìe Lìeon, tìerdapat tiga prinsip ìutama dari sìuatìu sistìem 

pìerpajakan:  

1. Prinsip kìecìukìupan pìenìerimaan, yaitìu bahwa pìenìerimaan pajak sìecara 

kìesìelìurìuhan harìus dapat mìenjadi sìumbìer anggaran nìegara yang mìemadai.  

2. Prinsip kìeadilan, yaitìu bahwa bìeban pajak harìus proporsional (s ìebanding) 

dìengan kìemampìuan yang dimiliki olìeh Wajib Pajak ìuntìuk mìembayar pajak. 

Kìeadilan dalam pìemìungìutan pajak dibìedakan kìe dalam kìeadilan horsontal dan 

kìeadilan vìertikal. Sìuatìu sistìem pìemìungìutan pajak dikatakan adil s ìecara horizontal, 

apabila bìeban pajaknya adalah sama atas s ìemìua Wajib Pajak yang mìendapatkan 

pìenghasilan yang sama dìengan jìumlah tanggìungan yang sama, tanpa mìembìedakan 

jìenis pìenghasilan ataìu sìumbìer pìenghasilan. 

3. Prinsip kìelayakan administrasi, mìenyatakan bahwa sìemìua pìeratìuran pajak harìus 

dapat diadministrasikan dìengan mìurah, mìudah dan ìefìektif. Administrasi pìerpajakan 

mìerìupakan kìunci kìebìerhasilan pìelaksanaan kìebijakan pìerpajakan, sìebagai 

pìenyìelìenggara pìemìungìutan pajak bìerdasarkan ìundang-ìundang pìerpajakan, 

 
28 Am, M. P., Naìsaìrìuddin, F., & Alaìm, S. (2021). Anaìlisis Pìenìeraìpaìn Pp 23 Taìhìun 2018 Paìdaì Waìjib 

Paìjaìk Umkm (Stìudi Di Kaìntor Pìelaìyaìnaìn Paìjaìk Praìtaìmaì Maìkaìssaìr Utaìraì). Invoicìe: Jìurnaìl Ilm ìu 

Akìuntaìnsi, 3(1), 44-53. 



20 
 

 
 

administrasi pìerpajakan harìus disìusìun sìedìemikian rìupa sìehingga mampìu mìenjadi 

instrìumìen yang bìekìerja sìecara ìefìektif dan ìefisiìen.29 

2.4.3. Unsìur-ìunsìur Pajak 

Dìengan mìempìertimbangkan dìefinisi-dìefinisi di atas, tìerìutama yang dibìerikan olìeh 

Rochmat Soìemitro, kita dapat mìengìetahìui ìunsìur-ìunsìur pajak, yaitìu:  

1) Ada Undang-Undang yang mìendasari  

Pìemìungìutan pajak harìus didasarkan pada ìundang-ìundang, bìukan pìeratìuran 

yang lìebih rìendah.  

2) Ada pìengìuasa pìemìungìut pajak  

Pìemìungìutan pajak harìus dilakìukan olìeh pìemìerintah, bìukan olìeh partikìelir 

(swasta).  

3) Ada sìubjìek pajak 

Ini bìerarti bahwa pajak harìus dikìenakan pada s ìubjìek, yang dapat bìerìupa 

individìu ataìu badan yang harìus mìembayar pajak.  

4) Ada objìek pajak 

Ini bìerarti bahwa pajak harìus dikìenakan pada kìeadaan, pìerbìuatan, ataìu 

pìeristiwa.  

5) Ada masyarakat ataìu kìepìentingan ìumìum 

Hasil dari pìemìungìutan pajak harìus digìunakan ìuntìuk masyarakat ataìu ìuntìuk 

kìepìentingan masyarakat.  

6) Ada Sìurat Kìetìetapan Pajak 

Sìurat Kìetìetapan Pajak tidak mìutlak tìetapi fakìultatif, sìehingga kadang-

kadang tidak dipìerlìukan ìuntìuk jìenis pajak tìertìentìu. 

2.4.4. Syarat Pìemìungìutan Pajak  

Tidaklah mìudah ìuntìuk mìembìebankan pajak pada masyarakat. Bila t ìerlalìu tinggi, 

masyarakat akan ìenggan mìembayar pajak namìun, bila tìerlalìu rìendah, maka 

pìembangìunan tidak akan bìerjalan karìena dana yang kìurang. Agar tidak 

 
29 Abìuyaìmin, O. (2010). Nomor Pokok Waìjib Paìjaìk (NPWP) daìn Pìengìusaìhaì Kìenaì Paìjaìk 

(PKP). Jìurnaìl Waìwaìsaìn Yìuridikaì, 22(1), 110-123. 
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mìenimbìulkan bìerbagai masalah, maka pìemìungìutan pajak harìus mìemìenìuhi 

pìersyaratan yaitìu: 

a. Pìemìungìutan pajak harìus adil  

Sìepìerti halnya prodìuk hìukìum pajak mìempìunyai tìujìuan ìuntìuk mìenciptakan 

kìeadilan dalam hal pìemìungìutan pajak. Adil dalam pìerìundang-ìundangan 

maìupìun adil dalam pìelaksanaannya. 

b. Pìungìutan pajak tidak mìengganggìu pìerìekonomian  

Pìemìungìutan pajak harìus diìusahakan sìedìemikian rìupa agar tidak 

mìengganggìu kondisi pìerìekonomian, baik kìegiatan prodìuksi, pìerdagangan, 

maìupìun jasa. Pìemìungìutan pajak jangan sampai mìerìugikan kìepìentingan 

masyarakat dan mìenghambat lajìunya ìusaha masyarakat pìemasok pajak, 

tìerìutama masyarakat kìecil dan mìenìengah.  

c. Pìemìungìutan pajak harìus ìefisiìen  

Biaya-biaya yang dikìelìuarkan dalam rangka pìemìungìutan pajak harìus 

dipìerhitìungkan. Jangan sampai pajak yang ditìerima lìebih rìendah daripada 

biaya pìengìurìusan pajak tìersìebìut. Olìeh karìena itìu, sistìem pìemìungìutan pajak 

harìus sìedìerhana dan mìudah ìuntìuk dilaksanakan. D ìengan dìemikian, wajib 

pajak tidak akan mìengalami kìesìulitan dalam pìembayaran pajak baik dari 

sìegi pìenghitìungan maìupìun dari sìegi waktìu.  

d. Sistìem pìemìungìutan pajak harìus sìedìerhana  

Sistìem yang sìedìerhana akan mìemìudahkan wajib pajak dalam mìenghitìung 

bìeban pajak yang harìus dibiayai sìehingga akan mìembìerikan dapat positif 

bagi para wajib pajak ìuntìuk mìeningkatkan kìesadaran dalam pìembayaran 

pajak. Sìebaliknya, jika sistìem pìemìungìutan pajak rìumit, orang akan sìemakin 

ìenggan mìembayar pajak.30 

2.4.5. Pìengìertian Pajak Bìumi dan Bangìunan (PBB) 

Pajak Bìumi dan Bangìunan adalah pajak yang dikìenakan atas tanah dan bang ìunan. 

Orang ataìu badan yang sìecara nyata mìemiliki tanah ataìu mìempìerolìeh manfaat 

 
30 Thomaìs Sìumaìrsaìn. (2022). Hìukìum Paìjaìk. Jaìkaìrtaì: Caìmpìustaìkaì, hlm. 3-4. 
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darinya adalah s ìubjìek pajak. PBB mìerìupakan Pajak Pìusat, namìun hampir sìelìurìuh 

rìealisasi pìenìerimaan PBB disìerahkan kìepada Pìemìerintah Daìerah baik Provinsi 

maìupìun Kabìupatìen/Kota.31 

Bìebìerapa ahli mìendìefinisikan Pajak Bìumi dan Bangìunan antara lain, Soìemitro yang 

mìenyatakan bahwa Pajak Bìumi dan Bangìunan adalah pajak yang dik ìenakan atas 

harta bìenda tidak bìergìerak. Olìeh karìena itìu, yang pìenting adalah objìeknya dan 

statìus orang ataìu badan yang dijadikan sìubjìek tidak mìempìengarìuhi bìesarnya pajak. 

Mìenìurìut Mashìuri, Pajak Bìumi dan Bangìunan adalah pajak yang mìelibatkan pajak 

atas tanah dan bangìunan. Strìuktìur tìeknik yang ditanam ataìu dilìetakkan sìecara 

pìermanìen pada tanah ataìu pìerairan ìuntìuk tìujìuan tìempat tinggal, bisnis, ataìu ìusaha 

disìebìut bangìunan. Bìumi adalah pìermìukaan bìumi dan sìelìurìuh tìubìuh bìumi di 

bawahnya, yang tìerdiri dari tanah, pìerairan, dan laìut di wilayah Rìebìuplik 

Indonìesia.32 

Mìenìurìut Erly Sìuandy, Pajak Bìumi dan Bangìunan adalah pajak kìebìendaan, dan 

bìesarnya pajak tìerìutang ditìentìukan olìeh kìeadaan objìek pajak, yaitìu tanah, tanah, 

dan bangìunan. Dìengan dìemikian, dapat disimpìulkan bahwa Pajak Bìumi dan 

Bangìunan adalah pajak yang dik ìenakan pada tanah dan bangìunan, dan bìesarnya 

pajak tìerìutang ditìentìukan olìeh kìeadaan tanah, tanah, dan bangìunan tìersìebìut.33 

Dari pìendapat di atas, pìenìeliti mìenyimpìulkan bahwa Pajak Bìumi dan Bangìunan 

adalah pajak yang dibayar olìeh rakyat kìepada nìegara atas tanah, tanah, ataìu 

bangìunan. Sìebagian bìesar hasilnya dibìerikan kìepada daìerah ìuntìuk mìeningkatkan 

pìendapatan mìerìeka. 

2.4.6. Objìek Pajak Bìumi dan Bangìunan 

Pajak Bìumi dan Bangìunan mìengatìur bìumi dan bangìunan. Pìermìukaan bìumi 

mìelipìuti tanah, pìerairan pìedalaman, dan laìut di wilayah Indonìesia. Bìumi jìuga 

mìencakìup tìubìuh bìumi di bawahnya. Dari pìengìertian tìersìebìut, jìelas bahwa pajak 

 
31 Dr Khaìlimi & Moch Iqbaìl. (2020). Hìukìum Paìjaìk-Tìeori daìn Praìktik, hlm. 44. 
32 Fìujiaìwaìti Norsaìfitri & Raìhmi Haìyaìti. (2024). Pìeraìn Kìepaìlaì Dìesaì Sìebaìgaìi Motivaìtor Untìuk 

Mìeningkaìtkaìn Kìesaìdaìraìn Maìsyaìraìkaìt Daìlaìm Mìembaìyaìr Paìjaìk Bìumi daìn Baìngìunaìn (PBB) Di Dìesa ì 

Lìukbaìyìur Kìecaìmaìtaìn Taìntaì Kaìbìupaìtìen Taìbaìlong. JAPB, 7(1), hlm. 139. 
33 Vicaì Lìestaìri BR Taìrigaìn. (2021). Pìengaìrìuh Kìesaìdaìraìn Maìsyaìraìkaìt Tìerhaìdaìp 

Pìenìerimaìaìn Paìjaìk Bìumi daìn Baìngìunaìn (PBB) Paìdaì Kaìntor Kìecaìmaìtaìn Kaìbaìnjaìhìe Kaìbìupaìtìen 

Kaìro (Doctoraìl dissìertaìtion, Univìersitaìs Qìuaìlity), hlm. 18. 
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jìuga mìengìenakan pìerairan, sìepìerti tambang minyak lìepas pantai dan bìudidaya 

mìutiara di laìut. Tambang di daratan, baik migas maìupìun non-migas, jìuga dikìenakan 

pajak karìena mìempìerolìeh kìeìuntìungan dari tìubìuh bìumi yang dikìelolanya.34 

Mìenìurìut Undang-Undang Nomor 28 Tahìun 2009 Tìentang Pajak Daìerah dan 

Rìetribìusi Daìerah Pasal 77 ayat (1) “Objìek Pajak Bìumi dan Bangìunan Pìerdìesaan 

dan Pìerkotaan adalah Bìumi dan/ataìu Bangìunan yang dimiliki, dikìuasai, dan/ataìu 

dimanfaatkan olìeh orang pribadi ataìu badan, kìecìuali kawasan yang digìunakan 

ìuntìuk kìegiatan ìusaha pìerkìebìunan, pìerhìutanan, dan pìertambangan.”35 Bangìunan 

didìefinisikan sìebagai konstrìuksi tìeknis yang ditanamkan ataìu dilìekatan sìecara tìetap 

pada tanah dan pìerairan. Bangìunan yang tidak dilìekatan sìecara tìetap bìukan objìek 

pajak, sìehingga kapal-kapal yang sìelalìu bìergìerak di laìut ataìu sìungai bìukan 

mìerìupakan objìek pajak, namìun rìestoran, rìumah makan, dan warìung-warìung 

tìerapìung yang tìetap bìerada di pìerairan adalah objìek pajak, di mana kìelìuasan bìumi 

dipìerhitìungkan dìengan mìempìertimbangkan kìelìuasan pìermìukaan air yang 

digìunakan ìuntìuk tìempat tìersìebìut. 

Mìenìurìut Pasal 2 (UU No 12 Tahìun 1985), “objìek pajak bìumi dan bangìunan adalah:  

a. Objìek pajak adalah tanah dan bangìunan;  

b. Klasifikasi tanah dan bangìunan adalah pìembagian tanah dan bangìunan mìenìurìut 

nilai jìualnya ìuntìuk digìunakan sìebagai pìedoman dan ìuntìuk mìemìudahkan 

pìenghitìungan pajak yang tìerìutang. 

Dalam mìenìentìukan klasifikasi tanah dan b ìumi, faktor-faktor bìerikìut 

dipìertimbangkan:  

1. Lìetak.  

2. Pìerìuntìukkan.  

3. Pìemanfaatan.  

4. Kondisi lingkìungan.  

Dalam mìenìentìukan klasifikasi bangìunan, faktor-faktor bìerikìut dipìertimbangkan:  

1. Bahan yang digìunakan.  

2. Rìekayasa.  

 
34 Fitri Yaìni Jaìlil, Iqlimaì Azhaìr, Mohaìmmaìd Annaìs, Abdìul Gaìlib, Raìsyi Taìrmizi, Jìuitaì  Taìnjìung.... 

& Sìeptaìntri Shintaì Wìulaìndaìri. (2024). Daìsaìr-daìsaìr pìerpaìjaìkaìn. Saìdaì Kìurniaì Pìustaìkaì, hlm. 38. 
35 Undaìng-Undaìng Rìepìublik Indonìesiaì Nomor 28 Taìhìun 2009 tìentaìng Paìjaìk Daììeraìh daìn Rìetribìusi 

Daììeraìh.  
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3. Lìetak.  

4. Kondisi lingkìungan.”36 

c. Pìengìecìualian Objìek Pajak 

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahìun 1994 mìenìetapkan bahwa “objìek pajak 

bìumi dan bangìunan tidak dikìenakan pajak jika:  

1. Digìunakan sìemata-mata ìuntìuk mìelayani kìepìentingan ìumìum di bidang 

ibadah, sosial, kìesìehatan, pìendidikan dan kìebìudayaan nasional, yang tidak 

dimaksìudkan ìuntìuk mìempìerolìeh kìeìuntìungan.  

2. Digìunakan ìuntìuk kìubìuran, pìeninggalan pìurbakala, ataìu yang sìejìenis dìengan 

itìu.  

3. Mìerìupakan hìutan lindìung, hìutan sìuaka alam, hìutan wisata, taman nasional, 

tanah pìenggìembalaan yang dikìuasai olìeh dìesa, dan tanah nìegara yang bìelìum 

dibìebani sìuatìu hak.  

4. Digìunakan olìeh pìerwakilan diplomatik, kons ìulat bìerdasarkan asas 

pìerlakìuan timbal balik.  

5. Digìunakan olìeh badan ataìu pìerwakilan organisasi intìernasional yang 

ditìentìukan olìeh Mìentìeri Kìeìuangan.”37 

d. Pìeratìuran Pìemìerintah mìengatìur lìebih lanjìut tìentang objìek pajak yang digìunakan 

olìeh nìegara ìuntìuk mìenjalankan pìemìerintahan. 

ìe. Sìetiap Wajib Pajak mìemiliki nilai jìual objìek pajak tidak kìena pajak (NJOPTKP) 

sìebìesar Rp 12.000.000,00, ataìu dìua bìelas jìuta rìupiah, ìuntìuk sìetiap Wajib Pajak. Jika 

sìeorang Wajib Pajak mìemiliki lìebih dari satìu NJOPTKP, NJOPTKP tìersìebìut hanya 

dapat digìunakan ìuntìuk satìu objìek pajak. Objìek pajak lainnya tìetap dikìenakan sìecara 

pìenìuh tanpa mìengìurangi NJOPTKP lainnya. 

2.4.7. Objìek Pajak Yang Tidak Dikìenakan Pajak Bìumi dan Bangìunan 

Objìek yang tidak dikìenakan Pajak Bìumi dan Bangìunan adalah yang digìunakan 

ìuntìuk kìepìentingan ìumìum dalam bidang ibadah, sosial, k ìesìehatan, pìendidikan, dan 

kìebìudayaan nasional yang tidak b ìertìujìuan ìuntìuk mìenghasilkan kìeìuntìungan.  

Masjid, gìerìeja, rìumah sakit pìemìerintah, sìekolah, panti asìuhan, dan sìebagainya, 

 
36 Undaìng-Undaìng Rìepìublik Indonìesiaì Nomor 12 Taìhìun 1985 Tìentaìng Paìjaìk Bìumi Daìn Baìngìunaìn.  

 
37 Undaìng-Undaìng Rìepìublik Indonìesiaì Nomor 12 Taìhìun 1994 tìentaìng Pìerìubaìhaìn Ataìs Undaìng-

ìundaìng Nomor 12 Taìhìun 1985 tìentaìng Paìjaìk Bìumi daìn Baìngìunaìn. 
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misalnya digìunaka n ìuntìuk kìubìuran, sisa-sisa pìurbakala, ataìu objìek sìejìenis 

lainnya.  Tìermasìuk hìutan lindìung, sìuaka alam, hìutan wisata, taman nasional, dan 

tanah pìenggìembalaan yang dimiliki olìeh dìesa dan nìegara tanpa batas.38 

2.4.8. Sìubjìek Pajak  

Sìubjìek Pajak Bìumi dan Bangìunan adalah individìu ataìu badan yang sìecara sah 

mìemiliki hak atas tanah, mìemiliki, mìengìuasai, ataìu mìempìerolìehnya. Hak atas tanah 

dibìuktikan dìengan sìertifikat hak atas tanah, dan mìempìerolìeh manfaat atas tanah 

dibìuktikan dìengan pìengìelolaan tanah olìeh individìu ataìu badan yang bìersangkìutan. 

Sìemìua orang yang mìempìerolìeh kìeìuntìungan dari tanah dan bangìunan yang mìerìeka 

miliki ataìu sìewakan jìuga dikìenakan pajak. Ini tìerjadi mìeskipìun sìubjìek pajak dari 

sìuatìu objìek pajak lìebih dari satìu, sìepìerti contoh di atas, tìetapi sìubjìek pajak yang 

tìercantìum dalam Sìurat Pìembìeritahìuan Pajak Tìerìutang PBB mìengìurangi kìewajiban 

mìembayar pajak.39 

2.4.9. Dasar Pìengìenaan Pajak Bìumi dan Bangìunan 

Dasar ìuntìuk pajak bìumi dan bangìunan adalah sìebagai bìerikìut: "Nilai jìual objìek 

pajak (NJOP) ditìetapkan pìerwilayah bìerdasarkan kìepìutìusan Mìentìeri Kìeìuangan 

dìengan mìempìertimbangkan pìertimbangan bìupati ataìu walikota sìerta 

mìempìertimbangkan:  

1. Harga rata-rata yang dipìerolìeh dari transaksi jìual-bìeli yang tìerjadi sìecara 

wajar.  

2. Pìerbandingan harga dìengan objìek sìejìenis yang lìetaknya bìerdìekatan, 

fìungsinya sama dan harga jìualnya dikìetahìui.  

3. Nilai pìerolìehan barìu. 

4. Pìenìentìuan Nilai Jìual Objìek Pajak Pìengganti.”40 

 
38 Erlindaìwaìti, Erlindaìwaìti, & Rikaì, Noviaìnti. (2020). Pìengaìrìuh Tingkaìt Pìendidikaìn, Pìendaìpaìtaìn, 

Kìesaìdaìraìn Daìn Pìelaìyaìnaìn Tìerhaìdaìp Tingkaìt Motivaìsi Maìsyaìraìkaìt Daìlaìm Mìembaìyaìr Paìjaìk Bìumi 

Daìn Baìngìunaìn. IQTISHADUNA: Jìurnaìl Ilmiaìh Ekonomi Kitaì, 9(1), hlm.71-72. 
39 Indri, Haìdisiswaìti. (2014). Kìepaìstiaìn Hìukìum daìn pìerlindìungaìn hìukìum haìk aìtaìs taìnaìh. Ahkaìm: 

Jìurnaìl Hìukìum Islaìm, 2(1), hlm.118-146. 
40 Dinaìr Ayìu, Sìetyorini. (2022). Aaìlisis Kìepaìtìuhaìn Waìjib Paìjaìk Paìdaì Pìenìerimaìaìn Paìjaìk Bìumi daìn 

Baìngìunaìn Pìerdìesaìaìn daìn Pìerkotaìaìn (PBB-P2) Di Kaìbìupaìtìen Sidoaìrjo (Doctoraìl dissìertaìtion, 

Univìersitaìs Bhaìyaìngkaìraì Sìuraìbaìyaì), hlm.41. 



26 
 

 
 

2.5. Wajib Pajak  

2.5.1. Pìengìertian Wajib Pajak 

Wajib Pajak adalah Orang Pribadi dan Badan, mìelipìuti pìembayar pajak, pìemotong 

pajak, dan pìemìungìut pajak, yang mìempìunyai hak dan kìewajiban pìerpajakan sìesìuai 

dìengan kìetìentìuan pìeratìuran pìerìundang-ìundangan pìerpajakan. Jadi, Wajib Pajak 

(WP) adalah orang/badan (s ìubjìekpajak) yang mìenìurìut kìetìentìuan pìeratìuran 

pìerìundang–ìundangan pìerpajakan ditìentìukan ìuntìuk mìelakìukan kìewajiban 

pìerpajakan, tìermasìuk pìemìungìutan pajak/pìemotongan pajak tìertìentìu. Wajib pajak 

bisa bìerìupa wajib pajak orang pribadi ataìu wajib pajak badan.41 

2.5.2. Jìenis Wajib Pajak 

Wajib Pajak (WP) tìerdiri atas:  

1. Wajib Pajak Orang Pribadi  

Wajib pajak orang pribadi adalah s ìubjìek pajak yang mìemiliki pìenghasilan 

atas ìusaha sìendiri ataìu mìemiliki pìekìerjaan tidak bìebas (karyawan) yang 

pìenghasilannya diatas P ìendapatan Tidak Kìena Pajak (PTKP). 

2. Wajib Pajak Badan  

Wajib Pajak Badan adalah sìekìumpìulan orang ataìu modal yang mìerìupakan kìesatìuan 

baik yang mìelakìukan ìusaha maìupìun yang tidak mìelakìukan ìusaha yang mìelipìuti 

Pìersìeroan Tìerbatas (PT), Badan Usaha Milik N ìegara (BUMN) dìengan nama dan 

dalam bìentìuk apapìun firma, kopìerasi, dana pìension, pìersìekìutìuan, yayasan, 

organisasi, lìembaga ataìu bìentìuk yang lainnya. Sìetiap Wajib Pajak Badan 

mìendaftarkan badan dan mìemiliki NPWP badan.42 

 

 
41 Mìuhaìmmaìd, Faìlhaìn, Haìfsaìh Haìfsaìh & Zìuliaì, Haìnìum. (2023). Anaìlisis Pìemaìhaìmaìn Paìjaìk 

Pìenghaìsilaìn Daìn Saìnksi Paìjaìk Tìerhaìdaìp Pìelaìksaìnaìaìn Waìjib Paìjaìk Oraìng Pribaìdi (WP OP) 

Pìegaìwaìi. Ownìer: Risìet daìn Jìurnaìl Akìuntaìnsi, 7(1), hlm.437. 
42 Sìuprihaìdi, Sìuprihaìdi. (2022). Anaìlisis Rìeaìlisaìsi Pìendaìpaìtaìn Nìegaìraì Tìerhaìdaìp Kìepaìtìuhaìn Waìjib 

Paìjaìk Pìenghaìsilaìn Oraìng Pribaìdi Daìn Baìdaìn Usaìhaì Di Daììeraìh Istimìewaì Yogjaìkaìrtaì Dìengaìn Mìetodìe 

Exponìenstaìl Smooting Daìn Naìivìe Mìethod. Jìurnaìl Optimaìl, 19(1), hlm.83. 
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2.6. Kìepatìuhan Hìukìum 

2.6.1. Pìengìertian Kìepatìuhan Hìukìum 

Untìuk mìembangìun bìudaya hìukìum di Indonìesia, tingkat kìepatìuhan tìerhadap hìukìum 

mìenjadi hal yang s ìubstansial. Kìepatìuhan manìusia tìerhadap hìukìum dikarìenakan 

hìukìum dijadikan sìuatìu kìebìutìuhan, hal ini ditìegaskan dìengan istilah “Ubi Sociìetas 

Ibi Iìus” yang dapat diartikan dimana ada masyarakat, maka disitìu ada hìukìum. Dari 

istilah hìukìum ini dapat ditarik kìesimpìulan bahwa sìetiap individìu mìembìutìuhkan 

hìukìum ìuntìuk mìenjalankan kìehidìupannya, karìena sìetiap individìu ataìu masyarakat 

jìelas mìengharapkan kìehidìupan yang tìentram, aman, nyaman, dan mìelalìui hìukìum 

lah kìehidìupan tìersìebìut dapat diwìujìudkan. 

Kìepatìuhan dan kìetaatan tìerhadap hìukìum adalah kìesadaran sìesìeorang tìerhadap 

kìemanfaatan hìukìum yang mìelahirkan bìentìuk kìesìetiaan masyarakat tìerhadap nilai-

nilai sìubstansi hìukìum yang dibìerlakìukan dalam hidìup bìersama yang diw ìujìudkan 

dalam bìentìuk pìerilakìu yang sìenyatanya patìuh tìerhadap nilai-nilai hìukìum itìu sìendiri 

yang dapat dilihat dan dirasakan olìeh sìesama anggota masyarakat. K ìesadaran 

hìukìum sìebìenarnya adalah kìesadaran yang tìerdapat di dalam diri manìusia sìebagai 

anggota masyarakat tìentang hìukìum yang ada ataìu hìukìum yang dicita-citakan. Di 

sini yang ditìekankan adalah nilai-nilai tìentang fìungsi hìukìum dan bìukan sìuatìu nilai 

hìukìum tìerhadap kìejadian-kìejadian pìeristiwa yang konkrit dalam masyarakat yang 

bìersangkìutan.43  

2.6.2. Faktor Sìesìeorang Mìematìuhi Hìukìum 

Ernst Utrìecht mìenjìelaskan bahwa ada bìebìerapa pìenyìebab sìesìeorang mìematìuhi 

hìukìum, yaitìu:  

1. Sìesìeorang mìemiliki kìepìentingan tìerhadap bìerlakìunya sìuatìu pìeratìuran ataìu 

hìukìum tìersìebìut. Misalnya, dìengan mìematìuhi sìuatìu pìeratìuran, sìesìeorang 

akan mìerasa aman bìerada di lingkìungannya. 

 
43 Soìerjono, Soìekaìnto. Kìesaìdaìraìn Hìukìum daìn Kìepaìtìuhaìn Hìukìum, (Jaìkaìrtaì: Raìjaì Graìfindo Pìersaìdaì, 

2002), hlm. 152. 
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2. Kìeharìusan ìuntìuk mìenìerima sìuatìu atìuran ataìu hìukìum agar tìerciptanya rasa 

tìentram dalam dirinya, ataìu dìengan kata lain s ìesìeorang mìemilih ìuntìuk 

mìematìuhi atìuran dìemi mìenghindari kìesìulitan dalam hidìupnya. 

3. Mìenjadi kìehìendak dari diri sìendiri ìuntìuk mìematìuhi atìuran ataìu hìukìum, 

karìena ìumìumnya hìukìum akan dirasa ada kìetika kìepìentingannya dibatasi 

olìeh sìuatìu atìuran hìukìum yang ada 

4. Patìuhnya sìesìeorang tìerhadap sìuatìu atìuran dikarìenakan adanya paksaan ataìu 

sanksi social yang akan ditìerima apabila tidak patìuh ataìu mìelanggar atìuran 

tìersìebìut.44 

Sìemìentara itìu, Soìerjono Soìekanto mìenjìelaskan bahwa patìuhnya sìesìeorang tìerhadap 

hìukìum tidak tìerjadi bìegitìu saja, akan tìetapi ada prosìes ataìu tahapan yang dilalìui, 

yaitìu: 

1. Tahap prakonvìensional, dimana pada tahap pìertama ini sìesìeorang patìuh 

tìerhadap atìuran ataìu hìukìum karìena mìempìerhatikan akibat apabila tidak 

mìematìuhinya. Tahap ini mìelipìuti:  

a) Tahap kìekìuatan fisik. Sìesìeorang patìuh tìerhadap hìukìum ìuntìuk 

mìenghindari pìenjatìuhan sanksi nìegativìe ataìu hìukìuman, karìena baginya 

sanksi ataìu hìukìuman tìersìebìut dianggap sìebagai sìuatìu siksaan fisik 

bìelaka. Hal ini bìerakibat pada prosìes pìenìegakan hìukìum yang harìus 

sìelalìu diawasi olìeh pìetìugas hìukìum. Kìepatìuhan hìukìum yang tahap ini 

mìerìupakan tingkat paling rìendah. 

b) Tahap Hìedonistic. Patìuh ataìu tidaknya individìu tìerhadap hìukìum 

didasari ìuntìuk kìepìuasan dirinya sìendiri yang sìemata-mata bìersifat 

ìemosional bìelaka. 

2. Tahap Konvìensional. Inti dari tahap ini difokìuskan pada pìengakìuan bahwa 

hìukìum bìerisikan atìuran dan harìus sìelalìu ditìegakan dalam pìergaìulan hidìup 

bìermasyarakat. Tahap ini tìerbagi mìenjadi dìua, yaitìu: 

a) Tahap intìerpìersonal. Kìepatìuhan sìesìeorang tìerhadap hìukìum bìertìujìuan 

ìuntìuk mìenjaga hìubìungan baik dan mìenyìenangkan orang lain. Tahap ini 

 
44 Taììuraìtiyaì, Taììuraìtiyaì. (2018). Faìktor Pìenyìebaìb Timbìulnyaì Kìepaìtìuhaìn Maìsyaìraìkaìt tìerhaìdaìp 

Hìukìum (Lìegaìl Obìediìencìe). Asy Syaìr'iyyaìh, 3(2), hlm.72. 
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bìerlangsìung antar individìu yang mìemiliki kìepìentingan satìu sama lain. 

Sìelama hìubìungan antar pihak tìerjaga dìengan baik dan kìepìentingan antar 

pihak tìerpìenìuhi maka kìepatìuhan tìerhadap hìukìum dapat tìerjaga. Bìegitìu 

pìula sìebaliknya, apabila kìepìentingan antar pihak s ìudah tidak ada maka 

hìukìum tidak bìerlakìu lagi ataìu akan timbìul kìetidakpatìuhan hìukìum. 

b) Tahap hìukìum dan kìetìertiban. Hìukìum dapat dipatìuhi apabila pìenìegak 

hìukìum mìemiliki kìekìuasaan dan wìewìenang. Olìeh karìena itìu, pada tahap 

ini kìekìuasaan dan wìewìenang bìerpìeran pìenting dalam mìenimbìulkan rasa 

patìuh tìerhadap hìukìum.45 

Bìerdasarkan tahapan yang dilalìui, hìukìum dapat digìunakan sìebagai sarana gìuna 

mìewìujìudkan cita-cita bìersama. Olìeh sìebab itìu, hìukìum dapat dipatìuhi karìena hìukìum 

adalah konkrìetisasi nilai-nilai yang bìerlakìu ditìengah masayarakat dìemi 

mìewìujìudkan cita-cita yang diharpakan bìersama. 

Dìengan dìemikian, kìepatìuhan hìukìum mìerìupakan konsìepsi dalam diri manìusia yang 

bìersifat abstrak bìerkìenaan dìengan kìesìelarasan antara kìetìertiban dìengan 

kìetìentraman yang diharapakan ataìu yang sìepatìutnya. 

2.6.3. Jìenis Kìepatìuhan 

H. C Kìelmaan mìengìemìukaakan bìebìerapa jìenis kìepatìuhan tìerhadap sìuatìu atìuran 

hìukìum, yaitìu kìepatìuhan yang bìersifat compliancìe, idìentification, intìernalization. 

1. Compliancìe, mìerìupakan kìepatìuhan pada hìukìum yang didasarkan pada 

kìeinginan mìendapatkan sìuatìu imbalan pìenghargaan, sìekaligìus ìusaha 

individìu ìuntìuk mìenghindar dari sanksi yang akan dik ìenakan. Kìepatìuhan 

yang dimaksìud tidak didasarkan pada tìujìuan norma ataìu kaìedah hìukìum itìu 

sìendiri, mìelainkan lìebih dititik bìeratkan pada alat- alat kìendali pihak 

pìengìuasa, hal ini mìengakibatkan kìepatìuhan individìu akan tampak apabila 

pìelaksanaan kaidah hìukìum diawasi dìengan kìetat. 

2. Idìentification, mìerìupakan kìepatìuhan pada hìukìum bìukan karìena nilai 

instrinsiknya, tìetapi dikarìenakan rasa takìut tìerhadap hìubìungan baiknya 

 
45 Soìerjono, Soìekaìnto. Faìktor-Faìktor Yaìng Mìempìengaìrìuhi Pìenìegaìkaìn Hìukìum, (Jaìkaìrtaì : Raìjaì 

Graìfindo Pìersaìdaì, 2004), hlm.8 
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dìengan sìesìeorang mìenjadi bìurìuk. Mìelalìui kìepatìuhan, sìesìeorang dapat 

mìenjaga hìubìungan kìeanggotaannya. 

3. Idìentification, mìerìupakan kìepatìuhan pada hìukìum bìukan karìena nilai 

instrinsiknya, tìetapi dikarìenakan rasa takìut tìerhadap hìubìungan baiknya 

dìengan sìesìeorang mìenjadi bìurìuk. Mìelalìui kìepatìuhan, sìesìeorang dapat 

mìenjaga hìubìungan kìeanggotaannya.46 

Pada kìenyataannya, sìeorang individìu ataìu masyarakat akan patìuh pada hìukìum 

karìena salah satìu dari kìetiga jìenis sifat di atas, s ìepìerti taat karìena idìentification dan 

tidak masìuk dalam jìenis compliancìe dan intìernalization, ataìu sìesìeorang mìematìuhi 

hìukìum bìerdasarkan dìua jìenis bahkan tiga jìenis kìepatìuhan sìekaligìus, tìergantìung 

pada kondisi dan sitìuasi yang ada. 

2.6.4. Faktor Pìenyìebab Timbìulnya Kìepatìuhan Masyarakat Tìerhadap Hìukìum 

Sìecara ìumìum, alasan timbìulnya kìepatìuhan hìukìum individìu dalam masyarakat 

antara lain: 

a. Kìetìerkaitan pìembìuatan sìuatìu atìuran hìukìum dìengan hìukìum yang dibìutìuhkan 

olìeh individìu ataìu masyarakat kìemìudian mìenjadi tìujìuan atìuran hìukìum 

sìecara ìunivìersal itìu. 

b. Kìejìelasan kandìungan pokok atìuran hìukìum, sìehingga lìebih mìudah ìuntìuk 

dipahami dan ditìerima olìeh masyarakat dimana atìuran hìukìum tìersìebìut 

dibìerlakìukan. 

c. Pìemasyarakatan sìecara optimal tìerhadap atìuran hìukìum yang dibìuat pada 

sasaran atìuran hìukìum olìeh pìemìerintah. 

d. Apabila atìuran hìukìum yang dibìentìuk adalah sìuatìu pìeratìuran pìerìundang-

ìundangan, maka sìebaiknya atìuran tìersìebìut bìersifat mìelarang bìukan bìersifat 

mìengharìuskan, hal ini dikarìenakan hìukìum dìengan sifat mìelarang lìebih 

dilaksanakan dibandingkan dìengan hìukìum dìengan sifat mìengharìuskan. 

e. Pìembìerian sanksi pìelanggaran tìerhadap sìuatìu atìuran hìukìum maka 

disìesìuaikan dìengan tingkatan atìuran hìukìum yang dilanggar. 

 
46 Soìerjono, Soìekaìnto. Kìesaìdaìraìn Hìukìum daìn Kìepaìtìuhaìn Hìukìum, (Jaìkaìrtaì: Raìjaìwaìli Pìers. 1982). 

Hlm. 49-50. 
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f. Tingkatan pìembìerian sanksi harìus sìebanding dìengan atìuran hìukìum yang 

dilanggar, sìerta dapat dilaksanakan. 

g. Adanya pìelanggaran tìerhadap sìuatìu atìuran hìukìum mìemìungkinkan pìenìegak 

hìukìum (Polisi, Jaksa, Hakim, dan lainnya) ìuntìuk mìenangani pìelanggaran 

tìersìebìut. Hal ini dikarìenakan tindakan pìelanggaran tìersìebìut mìerìupakan 

tindakan yang riil, nyata, dapat diamati, s ìubstansial, dan mìempìunyai sanksi 

jìelas dan tìegas, sìehingga mìengharìuskan ìuntìuk diprosìes mìelalìui sìetiap 

tahapan, yang antara lain yaitìu prosìes pìenyìelidikan, prosìes pìenyidikan, 

prosìes pìenìuntìutan, dan prosìes pìenghìukìuman. 

h. Kaidah moral yang tìerkandìung dalam sìuatìu atìuran hìukìum bìerwìujìud 

larangan jaìuh lìebih ìefisiìen dan ìefìektif, dibandingkan dìengan atìuran yang 

bìertìentangan dìengan moral individìu ataìu masyarakat yang mìenjadi sasaran 

dibìerlakìukannya hìukìum tìersìebìut. 

i. Dalam mìenìegakan sìuatìu atìuran hìukìum agar ìefìektif di dalam masyarakat 

dibìutìuhkan pìeran pìenìegak hìukìum yang optimal dan profìessional. 

j. Standar hidìup minimal tìerkait sosio-ìekonomi masyarakat jìuga mìenjadi 

salah satìu syarat bagi atìuran hìukìum agar bìerlakìu ìefìektif di dalam 

masyarakat. 

Bìebìerapa ahli mìengìemìukakan pìendapat yang bìerbìeda tìentang faktor yang 

mìempìengarìuhi kìepatìuhan hìukìum. Taylor bìerpìendapat bahwa kìepatìuhan tìerhadap 

atìuran dapat tìerbìentìuk bìerdasarkan bìebìerapa faktor yaitìu: 

1. Informasi, sìesìeorang cìendìerìung patìuh tìerhadap sìuatìu atìuran apabila 

mìendapat informasi yang cìukìup mìengìenai atìuran tìersìebìut. Pìengìetahìuan dan 

pìemahaman mìengìenai pìeratìuran dapat mìenimbìulkan rasa kìesadaran akan 

pìentingnya pìeratìuran yang dibìentìuk dìemi mìencapai tìujìuan bìersma yang 

diinginkan. Olìeh karìena itìu, informasi mìenjadi faktor ìutama dalam 

mìempìengarìuhi kìepatìuhan tìerhadap hìukìum. 

2. Imbalan, kìemampìuan dalam mìembìeri hal positif kìepada orang lain 

mìerìupakan salah satìu basis kìekìuasaan. Hal positif tìersìebìut dapat bìerìupa 

imbalan yang mìengìuntìungkan ataìu bantìuan kìe orang lain dalam mìencapai 

tìujìuan yang diharapkan. M ìelalìui pìembìerian imbalan sìesìeorang dapat patìuh 
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tìerhadap hìukìum yang bìerlakìu karìena sifatnya mìengìuntìungkan dan tidak 

mìerìugikan baik pìersonal maìupìun orang lain. 

3. Kìeahlian, pìengìetahìuan ataìu kìetrampilan khìusìus dapat mìenjadi sarana dalam 

mìempìengarìuhi sìesìeorang ìuntìuk tìundìuk tìerhadap atìuran. Hal tìersìebìut 

didasari olìeh rasa pìercaya sìesìeorang kìepada ahli, karìena mìerìeka pìercaya 

bahawa mìelalìui pìengìetahìuan dapat mìembantìu mìeraih tìujìuan yang 

diharapkan. 

4. Kìekìuasaan rìujìukan, faktor ini dilatarbìelakangi kìetika sìesìeorang mìenjalin 

hìubìungan dìengan individìu ataìu kìelompok yang mìemiliki kìekìuasaan. 

Sìesìeorang akan bìersìedia mìelakìukan sìesìuatìu dìemi mìenjalin hìubìungan baik 

dìengan individìu ataìu kìelompok yang mìemiliki kìekìuasaan. 

5. Otoritas yang sah, faktor kìeabsahan sìuatìu otoritas dalam mìenìerapkan atìuran 

sìehingga sìesìeorang akan patìuh sìelagi sìesìuai dìengan norma yang bìerlakìu. 

6. Koìersi, koìersi ataìu paksaan tìerhadap sìesìeorang mampìu mìenimbìulkan 

kìepatìuhan sìesìeorang tìerhadap atìuran. Koìersi dapat bìerìupa paksaan fisik 

hingga ancaman sanksi/hìukìuman. 

Bìerdasarkan bìebìerapa pìendapat ahli dapat disimpìulkan bahwa kìepatìuhan dapat 

timbìul dari kìesadaran individìu. Kìepatìuhan yang timbìul dari kìesadaran individìu itìu 

sìendiri cìendìerìung lìebih ìefìektif dan ìefìesiìen. Tidak mìemìerlìukan ìusaha yang bìesar 

dalam mìembìuat sìesìeorang patìuh tìerhadap hìukìum dan bìersifat jangka panjang. 

Akan tìetapi, mìenìumbìuhkan kìesadaran masyarakat ìuntìuk mìematìuhi hìukìum sìecara 

mìerata bìukan sìuatìu hal yang mìudah karìena mìembìutìuhkan ìusaha sìemìua ìelìemìen baik 

pìemìerintah maìupìun masyarakat.47 

 

 
47 Taììuraìtiyaì, Taììuraìtiyaì. (2018). Faìktor Pìenyìebaìb Timbìulnyaì Kìepaìtìuhaìn Maìsyaìraìkaìt tìerhaìdaìp 

Hìukìum (Lìegaìl Obìediìencìe). Asy Syaìr'iyyaìh, 3(2), 75-79. 



   

 
 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Pìendìekatan Masalah 

Pìendìekatan masalah adalah pìendìekatan ìuntk mìemìecahkan ataìu mìenyìelìesaikan 

masalah dìengan tahap-tahap yang ditìetapkan ìuntìuk mìencapai tìujìuan pìenìelitian.48 

Pìendìekatan masalah yang pìenìeliti gìunakan dalam pìenìelitian ini dilakìukan dìengan 

dìua cara, yaitìu: 

1) Pìendìekatan Sìecara Yìuridis Empiris, dilakìukan ìuntìuk mìempìerolìeh data 

primìer yang dilakìukan dìengan cara wawancara di lokasi p ìenìelitian dìengan 

para rìespondìen. 

3.2. Sìumbìer Data 

Jìenis data dilihat dari s ìumbìernya, dapat dibìedakan anatara yang dipìerolìeh langsìung 

dari masyarakat dan data yang dip ìerolìeh dari bahan pìustaka. Adapìun kìedìua sìumbìer 

data tìersìebìut digìunakan dalam pìenìelitian ini, yaitìu: 

1. Data primìer dimana data ìutama yang didapat olìeh pìenìulis dari hasil stìudi 

lapangan. Data primìer ini akan diambil dari hasil wawancara yang dib ìerikan 

kìepada rìespondìen yaitìu Kìepala Dìesa Sìendang Ayìu dan masyarakat Dìesa 

Sìendang Ayìu  

2. Data sìekìundìer adalah data yang dipìerolìeh dari sìumbìer pìustaka yang  

mìendìukìung pìenìelitian ini, sìepìerti Pìeratìuran Pìerìundang-Undangan, 

Pìeratìuran Pìemìerintah, bìukìu, dan dokìumìen yang tìerkait dìengan masalah. 

 
48 Abdìul Kaìdir Mìuhaìmmaìd, Hìukìum daìn Pìenìelitiaìn Hìukìum, (Baìndìung:PT.Citraì Adityaì 

Baìkti, 2004), hlm 112. 

 



34 
 

 
 

3.3. Prosìedìur Pìengìumpìulan dan Pìengolahan Data 

1.   Prosìedìur Pìengìumpìulan Data 

Prosìedìur pìengìumpìulan data dalam pìenìelitian ini adalah sìebagai bìerikìut: 

a. Stìudi kìepìustakaan 

Stìudi kìepìustakaan dilakìukan dìengan mìembaca, mìempìelajari, mìengkaji, 

mìenyìelìeksi sìerta mìerangkìum bahan-bahan baik dari bìukìu-bìukìu, litìeratìur, 

pìeratìuran-pìeratìuran, majalah-majalah, dokìumìen-dokìumìen yang bìerkaitan 

dìengan matìeri pìembahasan skripsi. 

b. Stìudi lapangan 

Pìenìelitian lapangan adalah mìetodìe ìuntìuk mìengìumpìulkan data dìengan 

mìelakìukan pìenìelitian langsìung pada tìempat ataìu objìek yang ditìeliti. Ini 

bìertìujìuan ìuntìuk mìendapatkan data primìer mìelalìui wawancara dan 

obsìervasi yang dibìerikan kìepada rìespondìen dìengan dipìerlìuas kìetika 

wawancara bìerlangsìung sìecara bìebas, tìerbìuka, sìerta tìerarah.  

2.   Prosìedìur Pìengolahan Data 

Sìetìelah sìemìua data dikìumpìulkan, baik data primìer maìupìun data sìekìundìer, dapat    

diolah mìelalìui prosìedìur sìebagai bìerikìut: 

a. Editing data adalah pros ìes ìuntìuk mìemastikan bahwa data itìu akìurat dan 

mìenghindari kìesalahan data yang dikìumpìulkan. 

b. Mìengklasifikasikan data yang ada b ìerdasarkan pokok bahasan masing-

masing. Data yang tìelah dipìeriksa sìelanjìutnya dikìelompokan sìesìuai 

dìengan bidangnya. Pìengolahan data dilakìukan ìuntìuk mìempìermìuah 

mìengitìerprìetasikan data dan mìembìeri arti tìerhadap data yang dipìerolìeh 

mìelalìui stìudi kìepìustakaan dan stìudi lapangan. 

3.4. Analisis data 

Sìetìelah tahap pìengolahan data dilakìukan, tahap sìelanjìutnya adalah mìenganalisis 

data tìersìebìut, bìerdasarkan data yang tìelah disìusìun sìecara sistìematis, kìemìudian di 

analisis sìecara dìeskriptif kìualitatif yaitìu analisis yang diw ìujìudkan dìengan cara  

mìenggambarkan kìenyataan-kìenyataan ataìu kìeadaan-kìeadaan atas s ìuatìu objìek 

dalam bìentìuk kalimat bìerdasarkan kìetìerangan-kìetìerangan dari pihak-pihak yang 

bìerhìubìungan langsìung dìengan pìenìelitian ini dikaitkan dìengan norma yang ada, 
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sìehingga akan dikìetahìui bagaimana pìeran kìepala dìesa dalam mìeningkatkan 

kìepatìuhan Wajib Pajak dan Bangìunan di Kabìupatìen Lampìung Tìengah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang ada pada bab sebelumnya, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Peran kepala desa dalam meningkatkan kepatuhan wajib Pajak Bumi dan 

Bangunan di Lampung Tengah memegang peranan sebagai pembina, 

fasilitator, koordinator, dan pengawas untuk menciptakan lingkungan yang 

mendukung dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam 

meningkatkan kepatuhan pembayaran PBB di Desa Sendang Ayu. 

2. Faktor pendukung dalam meningkatkan kepatuhan wajib Pajak Bumi dan 

Bangunan di Lampung Tengah didorong oleh peran sentral Kepala Desa dan 

aparat desa yang dipercaya dan bertindak sebagai pembina, fasilitator, 

koordinator, dan pengawas langsung bagi warga. Faktor kunci lainnya 

adalah transparansi penggunaan dana dan bukti hasil pembangunan yang 

nyata (seperti perbaikan infrastruktur lokal) yang dapat dirasakan langsung 

oleh wajib pajak, memperkuat keyakinan mereka. Selain itu, metode 

sosialisasi yang efektif menggunakan forum-forum komunal tradisional dan 

tokoh setempat, serta mekanisme pembayaran yang fleksibel (seperti 

penagihan kolektif yang disesuaikan dengan siklus panen), menghilangkan 

hambatan akses dan waktu. Akhirnya, norma kepatuhan komunitas dan 

sanksi sosial berperan sebagai pendorong kolektif yang kuat, memotivasi 

warga untuk memenuhi kewajiban PBB sebagai bagian dari tanggung jawab 

bersama untuk kemajuan desa. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti akan memberikan saran kepada 

pihak-pihak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di 

Kabuoaten Lampung Tengah, saran tersebut antara lain: 

1. Penguatan Kapasitas dan Wewenang Aparat Desa dalam pembayaran Pajak 

Bumi dan Bangunan 

Pemerintah Kabupaten/Kota perlu memperkuat dan meningkatkan kapasitas 

multifungsi Kepala Desa dan Perangkat Desa (sebagai pembina, fasilitator, 

koordinator, dan pengawas) dalam urusan PBB. Ini dapat dilakukan melalui 

pelatihan berkelanjutan mengenai administrasi pajak yang transparan dan 

metode komunikasi persuasif berbasis komunitas. Selain itu, Pemerintah 

Daerah disarankan untuk mengintegrasikan hasil capaian PBB sebagai salah 

satu indikator kinerja utama keberhasilan pembangunan desa, dan 

memberikan insentif/penghargaan (misalnya alokasi dana pembangunan 

tambahan) kepada desa yang mencapai target kepatuhan 100% tepat waktu, 

guna memicu kompetisi positif antar-desa. 

2. Peningkatan Transparansi Fiskal Desa dan Fleksibilitas Mekanisme 

Pembayaran: 

Pemerintah Desa harus menjamin transparansi penuh mengenai alokasi dan 

penggunaan dana PBB, misalnya dengan memasang Laporan 

Pertanggungjawaban (LPJ) visual mengenai proyek infrastruktur lokal 

(jalan, irigasi, posyandu) yang dibiayai PBB di papan informasi desa, 

sehingga wajib pajak melihat langsung manfaat pembayaran mereka. Selain 

itu, Pemerintah Desa didorong untuk mempertahankan dan 

menyempurnakan mekanisme penagihan yang fleksibel dan personal (door-

to-door atau kolektif) yang disesuaikan dengan siklus ekonomi dan panen 

masyarakat lokal, untuk memudahkan akses pembayaran, terutama bagi 

wajib pajak lanjut usia atau yang berada di lokasi terpencil.
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